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Penolakan Isbat Nikah Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Masih Terikat 

Pernikahan Dengan Istri Pertama 

ABSTRAK 

Diandra Pramudhita 

NIM. 2017302099 

 

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syarriah, 

Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pasangan suami istri 

tidak mencatatkan pernikannya. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi penyelesaian 

atas implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 

2 yang menuntut tentang pencatatan pernikahan. Meskipun undang-undang telah 

diberlakukan untuk mengamankan hak-hak sipil warga negara, praktik pernikahan 

siri tetap menjadi alternatif yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat. 

Pelaksanaan nikah siri memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi kedudukan 

dan status anak yang lahir selama masa perkawinan. Lebih jauh lagi, negara tidak 

akan memberikan jaminan hukum atas status anak yang lahir dari pernikahan 

tersebut jika Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah. Ini sesuai dengan 

keputusan hakim 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pertimbangan hakim menurut hukum positif dalam memutuskan 

perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan Nomor: 

1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research yaitu 

melakukan analisis kasus yang bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami 

sebuah peristiwa atau masalah yang sedang terjadi dengan pendekatan yuridis-

normatif. Sumber bahan primer penelitian ini berupa putusan perkara nomor: 

1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. sedangkan sumber data sekundernya berupa buku, jurnal 

ilmiah, skripsi, dan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik 

analisis yang digunakna adalah teknik analisis data normatif. 

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa, terkait perspektif studi 

hukum positif, majelis hakim menganut paradigma positivistik dengan tidak 

melakukan terobosan karena hanya melihat dari aspek yuridis dan keadilan yang 

diciptakan hakim dalam penetapan penolakan isbat nikah ini adalah keadilan 

hukum (legal justice), yaitu keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. 

Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan 

peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut 

aliran legalistis positivisme. Hakim lebih condong pada nilai kepastian hukum dari 

pada nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. 

 

Kata Kunci: isbat nikah, hukum positif, kepastian hukum. 
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MOTTO 

“Make Your Own Way To Be What You Want To Be” 

Dragonfly~Super*Dragon 
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 PERSEMBAHAN  

Dengan mengucap Alhamdulillah, saya bersyukur atas nikmat yang Allah 

berikan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat selamat sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman 

jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya Iman, Islam 

dan Ihsan. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi 

yang saya buat ini kepada:  

Kepada orang tua saya, Bapak Haris Supriyatomo dan Ibu Hetti Winarni 

terimakasih atas semangat, dukungan, dan doa kalian selama membesarkan anak-

anaknya dengan penuh kasih sayang. Kata maaf saya sampaikan kepada mereka 

apabila sampai saat ini saya belum bisa menjadi anak yang membanggakan. 

Semoga suatu saat saya dapat membuat orang tua saya meneteskan air mata bahagia 

karena mereka bangga atas pencapaian saya. Bapak, ibu semoga kalian sehat selalu 

agar doa kalian senantiasa mengiringi kami dalam menjalani kehidupan. 

Kepada kakak dan adik-adik saya, Muhammad Alva Reza, Farrel Wiratama 

Ramadhan dan Thoriq Arzhachel Aditya, terimakasih sudah mau membantu dan 

memberikan keceriaan dalam hidup saya. Di kala stress dalam proses pengerjaan 

skripsi, bercanda gurau dengan mereka dapat membuat saya bahagia. Untuk 

mamas, semoga sehat selalu, lancer terus rezekinya, terimakasih sudah mau 

membantu dikala adikmu menemui kesulitan. Untuk adik-adik saya gunakanlah 

waktu yang ada sebaik mungkin untuk menghadapi perjalanan kehidupan kalian 

nanti.  

Kepada keluarga besar bapak dan ibu, terimakasih sudah mau memberikan 

semangat, dukungan dan doa kalian. Terimakasih sudah mau membantu dikala saya 

menemui kesulitan dalam skripsi saya. Terimakasih sudah mau memberikan waktu 

luang untuk saya disaat saya butuh refreshing.  
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Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan 

kebudayaan republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 Nomor : 0543b/U/1987  

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan u يْ.َ..

  Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فعََلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ا.َ..ى.َ..

ya 

Ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يقَوُْلُ  -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الأطَْفَالِ  -
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رَةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْنَةُ الْمُنوََّ

 talhah   طَلْحَةْ  -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 
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 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الْجَلاَلُ  -

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
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dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِنَّ اللهَ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بسِْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا  -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعَالمَِيْنَ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 
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Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعًا  - Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِل 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Isbat nikah dianggap sebagai solusi dalam penerapan Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan pencatatan 

pernikahan. Sebelum regulasi ini ada, banyak pernikahan yang tidak tercatat 

secara resmi. Isbat nikah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagai bagian 

dari yurisdiksi voluntair, yang berarti proses ini hanya dimulai jika ada 

pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengesahkan pernikahan 

mereka. Perkara ini termasuk dalam kategori voluntaris, yang artinya tidak 

melibatkan kontroversi karena tidak ada pihak yang menentang permohonan 

tersebut.1 

Banyak pasangan yang tidak memiliki akta nikah, meskipun mereka telah 

menikah secara sah. Akta nikah, yang diperoleh setelah pernikahan didaftarkan, 

diwajibkan oleh hukum Indonesia sebagai bukti pernikahan. Adanya sejumlah 

faktor yang dapat menjadi penyebab, seperti adanya pelanggaran terhadap 

regulasi pernikahan yang ditegaskan oleh negara, kurangnya pemahaman 

terhadap ketentuan hukum perkawinan yang berlaku, serta keahlian yang 

kurang dari pihak Pegawai Pencatat Nikah. Namun, terdapat salah satu cara 

yang dapat diambil untuk menangani situasi pernikahan yang tidak tercatat

 
1 Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” n.d., 

hlm. 104. 
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 yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan 

Agama.2 Seperti pasangan penyanyi Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. 

Pasangan penyanyi yang telah menikah secara resmi sejak tahun 2009 ini 

diketahui menjalani pernikahan siri terlebih dahulu pada tahun 2006, seperti 

yang diakui Ahmad Dhani pada program talkshow yang dipandunya 

sendiri. Selebritis lain yang cukup dikenal dengan berita nikah sirinya adalah 

Rhoma Irama, terutama saat menikah siri dengan Angel Lelga yang saat 

dinikahi masih berusia 19 tahun pada tahun 2005. Bahkan, Angel Lelga rela 

meninggalkan keluarganya untuk menikah dengan sang Raja Dangdut karena 

tidak diberi restu. Sebelum diresmikan di Jember pada tahun 2008, pasangan 

Dewi Persik dan Aldi Taher melakukan nikah secara siri terlebih dahulu. 

Menurut Aldi Taher, nikah siri tidak memiliki konotasi negatif. Bahkan, ia 

memaklumi jika orang memilih nikah siri di zaman sekarang karena adanya 

virus corona. Selain itu, dia ingin menghindari zina dengan cara menikah siri.3 

Pengadilan agama yang memutus perkara isbat nikah memiliki peran 

penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan yang 

menikah secara siri atau tidak memiliki buku nikah sebagai bukti otentik. 

Dengan adanya isbat nikah, pasangan suami istri mendapatkan hak-haknya 

 
2 M. Alfar Redha, “Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 

di Indonesia,” Al-Adl : Jurnal Hukum 15, no. 1 (January 31, 2023): hlm. 108,  
3 Aretha Naurah Aureliaputrie, Anak Agung Anindita, Syahla Aina Maghfirah “Ini Sederet 

Artis Indonesia yang Pernah Menikah Siri, Ada Ahmad Dhani - Mulan Jameela Hingga Lesti - Rizky 

Billar yang Bikin Heboh”. Diakses pada tanggal 4 Juni 2024. 

https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/ini-sederet-artis-indonesia-yang-pernah-menikah-

siri-ada-ahmad-dhani-mulan-jameela-hingga-lesti-rizky-billar-yang-bikin-heboh-

293005.html?page=2 
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sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan pengakuan bagi anak-

anak mereka. Demi menjaga tatanan sosial serta kepastian legalitas pernikahan 

dan untuk mengamankan hak-hak hukum individu, pengakuan dan 

perlindungan hukum terhadap ikatan perkawinan di negara hukum seperti 

Indonesia merupakan suatu keharusan. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan 

Pasal 2 Ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang 

menegaskan perlunya pencatatan perkawinan sebagai respons terhadap jumlah 

pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat, dengan kemungkinan untuk 

mengajukan permohonan penetapan status perkawinan kepada Pengadilan 

Agama guna memperoleh keabsahan hukum.4 

Ketentuan tentang syarat-syarat isbat nikah tidak dipaparkan secara rinci 

dalam literatur fikih, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Meskipun 

demikian, persyaratan yang diperlukan untuk menjadikan sahnya sebuah 

pernikahan serupa dengan syarat-syarat pernikahan itu sendiri. Hal ini 

disebabkan oleh fakta bahwa proses penetapan sahnya pernikahan, yang dikenal 

sebagai isbat nikah, sebenarnya merupakan peneguhan atas ikatan pernikahan 

yang telah terjadi, sesuai dengan norma-norma yang diatur oleh syariat Islam. 

Meskipun telah dilangsungkan secara sah dan memenuhi semua persyaratan 

untuk menikah, namun pernikahan tersebut belum didaftarkan ke Pegawai 

Pencatatan Nikah (PPN). Mereka harus mengajukan permohonan isbat nikah ke 

pengadilan agama untuk mendapatkan akta nikah.5 

 
4 Ahmad Fauzi, “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri” 1 (2021): hlm. 979. 
5 Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang,” AHKAM : 

Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1 (January 28, 2016): hlm. 116 



4 
 

 
 

Dasar hukum isbat nikah yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Juncto (Jo) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

(penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974). Pengadilan 

Agama memberikan kewenangan kepada mereka yang melakukan nikah siri 

sebelum diberlakukannya undang-undang tentang perkawinan. Meskipun 

demikian, dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pasal 7 (2 dan 3) kewenangan ini telah berkembang dan diperluas. Ayat (2) 

berbunyi: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, 

dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. 

 Ayat (3) berbunyi: “Bahwa proses isbat nikah yang dapat diajukan 

kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;  b) Hilangannya 

Akta Nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974; dan e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka 

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974. Menurut penjelasan pada pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) menunjukkan bahwa KHI memberikan wewenang yang lebih luas 

dibandingkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.6 

Pada kenyataannya, permohonan isbat nikah hanya dapat diajukan untuk 

pernikahan yang dilakukan setelah atau sebelum tahun 1974, meskipun Pasal 

 
6 Euis Nurlaelawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?,” Musãwa 

Jurnal Studi Gender dan Islam 12, no. 2 (July 1, 2013): hlm. 270  
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7(3) huruf (d) KHI mengatur tentang waktu pernikahan yang dilakukan sebelum 

berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menimbulkan adanya 

masalah. Oleh karena itu, hakim harus menerapkan ratio legis untuk mengatasi 

masalah ini dan mereka juga harus mencari pembenaran hukum yang 

memungkinkan pengadilan agama untuk mengabulkan isbat nikah dalam 

keadaan di mana pernikahan yang dimohonkan isbat dilakukan setelah 

berlakunya UU Perkawinan.   

Hakikat dari isbat nikah adalah penetapannya, bukan sekadar 

pengesahan. Proses penetapan pernikahan dilakukan untuk keperluan 

administratif. Oleh karena itu, pernikahan yang telah memenuhi segala 

persyaratan dan unsur-unsur perkawinan, berarti mereka telah memenuhi 

persyaratan materiil dan formal, yang merupakan kriteria dari setiap sahnya 

pernikahan. Baik itu yang diatur dalam perundang-undangan maupun yang 

dijelaskan dalam fikih. Persyaratan administratifnya adalah kondisi yang 

berkaitan dengan proses pencatatan pernikahan.7  

Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan tidak hanya bertujuan untuk 

memelihara ketertiban hukum, melainkan juga sebagai sarana yang mendasar 

untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan kemudahan akses terhadap 

hak-hak hukum. Disamping itu, pencatatan pernikahan memiliki peran sebagai 

bukti substantif terkait dengan ikatan perkawinan. Oleh karena itu, langkah 

pencatatan menjadi penting seiring dengan sahnya pernikahan menurut norma 

 
7 Baharuddin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia- Studi Historis Metodologis, cet.1, 

(Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 11. 
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agama. Apabila terdapat pasangan yang belum melakukan pencatatan resmi 

kemudian pasangan tersebut diminta untuk menjalani akad nikah kembali, 

tindakan tersebut melanggar prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), 

sehingga mengakibatkan ketidaksahan pada ikatan pernikahan yang baru 

terbentuk.8 

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 

ayat 2, isbat nikah dilaksanakan setelah terjadinya ikatan pernikahan yang 

diselenggarakan sesuai dengan norma-norma hukum agama, meskipun tidak 

dicatatkan pada daftar resmi Pegawai Pencatat Nikah. Apabila unsur-unsur 

rukun dan syarat yang ditetapkan terpenuhi, maka pernikahan yang 

dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan pribadi tetap sah, 

meskipun tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pihak negara atau instansi 

hukum. Maka, merupakan suatu keharusan bagi pasangan suami istri untuk 

mencatatkan pernikahan mereka guna menjaga keteraturan administratif dan 

melindungi hak-hak hukum yang mereka miliki. 

Dampaknya terhadap posisi perempuan sebagai pasangan hidup yang 

tidak diakui secara hukum menyebabkan kehilangan hak-haknya terkait harta 

gono gini dan hak waris ketika terjadi perpisahan atau perceraian dengan 

suaminya. Disamping itu, ketika seorang anak lahir dari ikatan perkawinan yang 

tidak tercatat resmi, keterkaitannya secara hukum terbatas hanya pada 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Namun, keberadaan biologis 

 
8 Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum 

Perkawinan Indonesia,” no. 2 (2017): hlm. 236. 
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ayah dan hubungan ayah-anak tersebut dapat diakui secara hukum melalui 

proses teknologi yang sesuai. Dengan demikian, perlunya pendaftaran 

perkawinan menjadi penting, tidak hanya secara administratif tetapi juga dalam 

konteks pengakuan sosial dan pengembangan psikologis anak. Hal ini sesuai 

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.  

Namun, masih terdapat kendala dalam mempraktikkan putusan 

Mahkamah Konstitusi, yang paling utama adalah seorang laki-laki yang tidak 

mau untuk melakukan tes DNA. Dengan fakta seperti ini, maka sangat jelas 

bahwa negara selalu menyadari adanya pernikahan yang terjadi namun tidak 

mengikuti persyaratan hukum, terutama dalam hal pencatatan yang tidak 

dicatatkan oleh pegawai yang berwenang. Oleh karena itu, “isbat nikah” 

merupakan norma hukum yang diperlukan sebagai standar hukum untuk 

membantu menurunkan jumlah pernikahan yang tidak terdaftar.9 

Tiga aspek utama pembaharuan hukum keluarga telah dibahas di banyak 

negara Muslim, yaitu pernikahan, perceraian dan warisan. Salah satu metode 

yang digunakan untuk mengimplementasikan pembaharuan di bidang 

pernikahan adalah dengan pencatatan perkawinan. Hal ini penting karena 

bertujuan untuk menegakkan kesakralan pernikahan, membangun ketertiban 

pernikahan dalam masyarakat, dan melindungi perempuan dalam kehidupan 

rumah tangga. 

 
9 Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” Al-Adalah: Jurnal 

Hukum dan Politik Islam 4, no. 2 (October 10, 2019): hlm. 201,  
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Singkatnya, meskipun bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, 

pencatatan pernikahan diperlukan untuk sebuah pernikahan. Hal ini 

dikarenakan pencatatan diperlukan agar pernikahan dapat diterima oleh 

pemerintah dan memiliki konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa 

mendaftarkan pernikahan sama dengan mendaftarkan kelahiran, kematian, atau 

peristiwa penting lainnya yang didokumentasikan dalam sebuah sertifikat atau 

akta yang didaftarkan dalam daftar pencatatan. Oleh karena itu, pencatatan 

pernikahan dipandang penting untuk menghindari masalah yang mungkin 

timbul dari akibat tidak dicatatnya suatu pernikahan.10 

Meskipun undang-undang telah diberlakukan untuk mengamankan hak-

hak sipil warga negara, praktik pernikahan siri tetap menjadi alternatif yang 

dipilih oleh sebagian anggota masyarakat. Fenomena pernikahan siri ini 

menimbulkan dampak yang signifikan. Dalam konteks Indonesia, pernikahan 

siri masih tetap menjadi kejadian yang lazim di tengah-tengah masyarakat, 

menunjukkan praktiknya yang belum surut. Berbagai alasan disampaikan oleh 

para pelaku nikah siri ini.11 

Terdapat sejumlah dugaan yang menggambarkan alasan mengapa 

pernikahan siri. Meskipun menghadapi tantangan yang kompleks, tetap 

dianggap sebagai alternatif yang dapat dipertimbangkan. Salah satu 

kemungkinannya adalah bahwa mereka yang memiliki pemahaman terbatas 

 
10 Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” 

n.d., hlm. 3. 
11 Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah 

Siri,” Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 3 (February 1, 2018): hlm. 398,  
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tentang peraturan hukum yang mengatur pernikahan dan mereka yang terbatas 

dalam sumber daya keuangan dapat memilih pernikahan siri sebagai opsi yang 

lebih terjangkau dan praktis dalam konteks ekonomi dan hukum yang mereka 

hadapi. Dari sudut pandang agama, ada kemungkinan bahwa pernikahan 

dengan formalitas hukum yang singkat telah memberikan kenyamanan bagi 

masyarakat karena ketakutan mereka akan dosa dan terjerat dalam perbuatan 

asusila.12 

Pelaksanaan nikah siri memiliki konsekuensi hukum yang penting bagi 

kedudukan dan status anak yang lahir selama masa perkawinan. Lebih jauh lagi, 

negara tidak akan memberikan jaminan hukum atas status anak yang lahir dari 

pernikahan tersebut jika Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah. Ini 

sesuai dengan keputusan hakim 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. 

Keputusan yang dikeluarkan pada perkara Nomor 

1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn merupakan permohonan itsbat nikah yang diajukan 

kepada Majelis Hakim dengan tujuan untuk mengesahkan pernikahan antara 

pihak yang mengajukan permohonan dan pihak yang dimohonkan. Dalam 

konteks persidangan, diungkapkan bahwa selama masa pernikahan siri, pihak 

yang mengajukan permohonan dan pihak yang dimohonkan telah dianugrahi 

dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang lahir di Bogor pada tanggal 13 

Januari 2013. Pernikahan antara pemohon tidak dicatatkan melalui akta resmi 

dari lembaga pemerintah yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama, karena 

 
12 Edi Gunawan, “Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan,” Jurnal 

Ilmiah Al-Syir’ah 11, No. 1 (December 19, 2013): hlm. 3 
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dilangsungkan secara siri. Akibatnya, Pengadilan Agama Cibinong 

mengabulkan perkara permohonan itsbat nikah dari keduanya. Meskipun 

demikian, karena pemohon belum menjalani proses perceraian sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku dan masih diakui sebagai suami sah oleh istri 

pertamanya saat menikah dengan termohon, maka Majelis Hakim menolak 

permohonan itsbat nikah tersebut. Sebagai hasilnya, permintaan itsbat nikah 

yang diajukan oleh pemohon dan termohon ditolak oleh Majelis Hakim. 

Dalam menanggapi pemaparan tersebut, penulis akan meneliti 

permasalahan mengenai mengapa Hakim tidak mengabulkan isbat nikah yang 

diajukan oleh para pemohon, apa yang menjadi pertimbangan Hakim menurut 

Hukum Positif dalam memutus perkara isbat nikah di Pengadilan Agama 

Cibinong dalam Putusan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. Dengan penolakan 

permohonan oleh Majelis Hakim, menjadi penting untuk melakukan 

penyelidikan lebih lanjut guna memahami pertimbangan Hakim dalam 

memutus perkara isbat nikah. Oleh karena hal tersebut, minat penelitian peneliti 

terfokus pada penelitian mengenai alasan-alasan yang mendasari keputusan 

Majelis Hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh 

para pemohon di Pengadilan Agama Cibinong. Dengan demikian, peneliti 

memfokuskan penelitian ini dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Terhadap 

Aparatur Sipil Negara yang Masih Terikat Pernikahan dengan Istri Pertama”. 
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B. Definisi Operasional 

1. Isbat Nikah  

Istilah "isbat nikah" berasal dari dua kata Arab yaitu "isbat", yang berarti 

tindakan penegasan atau penetapan, dan "nikah", yang berarti akad yang 

kuat, juga dikenal sebagai mitsaqon gholizhon, yang dibuat antara seorang 

pria dan seorang wanita untuk menjadi suami dan istri. Isbat nikah adalah 

menetapkan keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama yang pada 

awalnya tidak dicatat karena berbagai alasan. Pernikahan dianggap sah 

secara hukum jika semua persyaratan dipenuhi. Pernikahan dapat 

didaftarkan untuk prosedur isbat jika memenuhi semua persyaratan.13 

2. Aparatur Sipil Negara 

ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah profesi bagi PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mengabdi 

pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, yang diangkat oleh pejabat pembina 

kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau 

diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; 

pelayanan publik; serta perekat dan pemersatu bangsa.14 

 

 

 
13 Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah,” 

Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (June 30, 2022): hlm. 61,  
14 Endang Komara, “Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di 

Indonesia,” MIMBAR PENDIDIKAN 4, no. 1 (May 1, 2019): hlm. 74,  
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3. Pernikahan  

Agama Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi 

kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan 

merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati 

kandungan makna tentang masalah penikahan ini. Dalam Al-Qur’an telah 

dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian 

dalam hidup seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan 

sesungguhnya bukan bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran 

kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan 

perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun 

surga dunia didalmnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan 

tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang 

sudah ditetapkan Islam.15 

C. Rumusan Masalah 

Berrdasarkan latar berlakang masalah diatas, maka rurmursan masalah yang 

pernurlis angkat adalah merngapa Hakim tidak merngaburlkan isbat nikah yang 

diajurkan olerh para permohon, apa yang mernjadi perrtimbangan Hakim mernurrurt 

Hurkurm Positif dalam mermurturs perrkara isbat nikah di Perngadilan Agama 

Cibinong dalam Purtursan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn? 

 

 
15 Muhammad Yunus Shamad, “HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM,” 2017, hlm. 74. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Turjuran Pernerlitian 

Berrdasarkan rurmursan masalah terrserburt maka dikertahuri tu rjuran pernerlitian 

yang ingin dicapai adalah urnturk mernganalisis perrtimbangan Hakim mernurrurt 

Hurkurm Positif dalam mermurturskan perrkara isbat nikah di Perngadilan 

Agama Cibinong dalam Purtursan Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. 

2. Manfaat Pernerlitian 

a. Kergurnaan Teroritis 

Manfaat teroritis pada pernerlitian ini diharapkan mampur mermberri 

informasi merngernai purtursan Perngadilan Agama terrkait prosers isbat 

nikah di Perngadilan Agama Cibinong sersurai derngan Purtursan Nomor: 

1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn. Serlain itur, pernerlitian ini diharapkan dapat 

mermberrikan wawasan yang berrmanfaat bagi masyarakat Murslim serrta 

perngermbangan ilmur perngertahuran syariah pada urmurmnya, serrta 

berrkontribursi terrhadap permahaman dalam bidang hu rkurm kerlurarga 

sercara khursurs. 

b. Kergurnaan Praktis 

Manfaat Praktik pada pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan 

kontribursi yang berrharga bagi perngermbangan pernerlitian merndatang. 

Serlain itur, hasil pernerlitian ini jurga dapat berrfurngsi serbagai surmberr 

perngertahuran yang berrgurna bagi mahasiswa dan masyarakat, serhingga 

dapat merningkatkan permahaman dan cakurpan perngertahu ran terrkait isbat 

nikah. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian purstaka merrurpakan asperk pernting dalam kerrangka pernerlitian ini, 

gurna mernghindari praktik plagiarismer serrta urnturk mermurngkinkan 

permbandingan yang berrmakna antara karya pernerliti derngan karya-karya terrkait 

yang saling terrhurburng. Permilihan su rmberr data yang berragam, merlipurti burkur, 

jurrnal, tersis, dan surmberr rerferrernsial lainnya, mernjadi langkah yang dilakurkan 

olerh pernurlis dalam mernyiapkan data pernerlitiannya. Berrikurt adalah berberrapa 

pernerlitian yang berrkaitan derngan skripsi pernurlis.: 

Dalam pernerlitian yang dilaku rkan olerh Rika Nurr Laili derngan jurdurl 

"Analisis terrhadap Pernertapan Perngadilan Agama Ponorogo terntang Pernolakan 

Isbat Nikah Perrsperktif Sturdi Hu rkurm Kritis (Sturdi Perrkara Nomor: 

402/Pdt.P/2018/PA.Po)", disimpu rlkan bahwa purtursan Nomor: 

402/Pdt.P/2018/PA.Po. dapat dikatergorikan serbagai kasurs yang jerlas (clerar 

casers) berrdasarkan analisis yang dilakurkan. Dalam mernernturkan kersersuraian 

perrnikahan derngan kerternturan hu rkurm yang berrlakur, Majerlis Hakim 

mermanfaatkan mertodologi interrprertasi gramatikal serrta interrprertasi sistermatis, 

yang mernghurburngkan berrbagai kerternturan hurkurm satur derngan yang lainnya. 

Perrberdaan yang terrdapat adalah bahwa pernerlitian yang dilakurkan olerh Rika Nurr 

Laili dalam skripsinya difokurskan pada analisis interrprertatif terrhadap landasan 

hurkurm yang mernjadi dasar bagi hakim dalam mermurturskan perrkara Pernolakan 

Isbat Nikah di Perngadilan Agama Ponorogo derngan nomor perrkara 
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402/Pdt.P/2018/PA. Serbaliknya, kersamaannya terrlertak pada kerserlurrurhan fokurs 

pernerlitian yang sama-sama merngkaji fernomerna pernolakan isbat nikah.16 

Kerdura, skripsi yang disursurn olerh Moh Ali Maksurm berrjurdurl "Analisis 

Hurkurm Islam atas Pernolakan Itsbat Nikah Poligami karerna Istri Perrtama Yang 

Surdah Merninggal Tidak Mernyerturju ri (Sturdi atas Purtursan PA Bondowoso 

No:1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)". Pernerlitian ini mernjerlaskan bahwa Majerlis 

Hakim mernggurnakan pernafsiran sistermatis, yang merngaitkan perraturran 

perrurndang-urndangan satur sama lain, dan pernafsiran gramatikal urnturk 

mernernturkan apakah perrnikahan terrserburt sersurai derngan perraturran perrurndang-

urndangan yang berrlakur. Perrberdaan yang terrdapat adalah bahwa dalam skripsi 

yang dimiliki olerh Moh Ali Maksurm, terrdapat pernerkanan khursu rs pada analisis 

hurkurm Islam terrkait derngan perngersahan perrnikahan poligami serbagai akibat 

dari pernolakan istri perrtama yang terlah merninggal durnia. Sermerntara itur, 

kersamaannya terrlertak pada fokurs kerdu ranya yang sama-sama merngurpas terntang 

perrmasalahan pernolakan isbat nikah.17 

Kertiga, dalam skripsi yang dimiliki olerh Ridwansyah Maurlana berrjurdurl 

"Dampak Pernolakan Isbat Nikah terrhadap Staturs Perrkawinan dan Anak (Sturdi 

Analisis Pernertapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS)", pernerlitian ini 

mernjerlaskan kertidakserturjuran pernurlis terrhadap kerpurtursan Majerlis Hakim yang 

mernolak perrmohonan isbat nikah berrdasarkan kerternturan bahwa kerhadiran satur 

 
16 Rika Nur Laili, "Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Tentang 

Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis (Studi Perkara Nomor: 

402/Pdt.P/2018/PA.Po)" n.d. 
17 Moh Ali Maksum, "Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena 

Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi Atas Putusan Pa Bondowoso 

No:1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)" n.d. 



16 
 

 
 

saksi pria dan dura saksi wanita mernyerbabkan tidak sahnya perrnikahan. Mernurrurt 

Fikih Hanafiyah, sahnya suratur perrnikahan dapat ditertapkan derngan kerhadiran 

satur saksi pria dan dura saksi wanita. Perrsyaratan kersaksian harurs dipernurhi pada 

saat akad perrnikahan gurna merncergah pernolakan olerh surami terrhadap garis 

kerturrurnannya di masa yang akan datang, serhingga kerturrurnan tidak merngalami 

kerhilangan staturs nasab merrerka. Perrberdannya adalah skripsi milik Ridwansyah 

Maurlana fokurs pada analisis merngernai kerdurdurkan saksi dalam konterks 

perrkawinan siri, serdangkan perrsamaannya adalah sama-sama mermbahas terrkait 

pernolakan isbat nikah.18 

Kerermpat, dalam jurrnal milik Asriadi Zainurddin derngan jurdurl “Lergalitas 

Perncatatan Perrkawinan Merlaluri Pernertapan Isbat Nikah”. Pernerlitian ini 

mernjerlaskan bahwa Para hakim Perngadilan Agama merlakurkan itsbat nikah 

urnturk perrnikahan Siri yang dilakurkan serberlurm dan sersurdah disahkannya 

Urndang-Urndang Perrkawinan. Perrtimbangan urtama merrerka adalah urnturk 

mermastikan bahwa masyarakat merndapatkan manfaat dari keradilan, yang 

diderfinisikan dalam dura cara: perrtama, dalam arti formal, di mana hurkurm harurs 

berrlakur urnturk sermura individur, dan kerdura, dalam arti materriil, di mana hurkurm 

harurs sersurai derngan prinsip-prinsip keradilan masyarakat.  

Mernurrurt hurkurm manfaat, apa yang dianggap adil dalam lingkurngan 

hurkurm harurs dapat diakturalisasikan sercara konkrert. Derngan mernggurnakan 

mertrik ini u rnturk merngurkurr manfaat keradilan, keradilan jurga dapat dilihat dari 

 
18  Ridwansyah Maulana, “Dampak Penolakan Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan 

Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS),” n.d. 
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siturasi yang serbernarnya. Nilai keradilan mermbantur mermastikan apa yang 

serbernarnya layak didapatkan olerh serserorang-apakah sama atau r sersurai-serbagai 

hasil lerbih lanjurt dari hurkurm yang merngaturrnya. Perrberdannya adalah jurrnal 

milik Asriadi Zainurddin fokurs pada purtursan Hakim Perngadilan Agama yang 

mernerrima perrkara isbat nikah derngan mermperrtimbangkan rasa keradilan, 

kerpastian dan jurga kermaslahatan. Serdangkan perrsamaannya adalah sama-sama 

mermbahas terrkait isbat nikah.19 

Kerlima, dalam jurrnal milik Ahmad Faurzi derngan jurdu rl “Isbat Nikah 

Solursi Bagi Nikah Siri”. Dalam pernerlitian ini dijerlaskan bahwa Merskipurn 

perrnikahan terrserburt dilakurkan serterlah Urndang-Urndang Perrkawinan No. 1 

Tahurn 1974, isbat nikah adalah cara urnturk mernertapkan nikah sirri. Hal ini 

dilakurkan urnturk merndapatkan kerpastian hurkurm, yang terrcantu rm dalam 

Kompilasi Hurkurm Islam, yang saat ini mernjadi acuran perngadilan agama di 

Indonersia. Perrberdaannya adalah jurrnal milik Ahmad Faurzi fokurs pada Solursi 

perrnikahan siri, serdangkan perrsamaannya adalah sama-sama mermbahas terrkait 

isbat nikah.20 

F. Kerangka Teoritik 

Pernerliti mernggurnakan landasan terori serbagai panduran urnturk merlakurkan 

pernerlitian merrerka dan mernjawab masalah pernerlitian sercara rasional. Landasan 

terori jurga berrgurna dalam mernernturkan prosers berrpikir dalam pernerlitian urnturk 

mermperrkurat apa yang terlah dibangurn olerh pernerliti. 

 
19 Asriadi Zainuddin, “Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah,” 

Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (June 30, 2022): 60,  
20 Ahmad Fauzi, “Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri” 1 (2021). 
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Pernerliti mernggurnakan Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 1974 terntang 

Perrkawinan dan Kompilasi Hurkurm Islam (KHI) serbagai landasan terori. Dalam 

Urndang-Urndang Perrkawinan Nomor 1 Tahurn 1974 pasal 2 ayat 2 terntang 

perncatatan perrnikahan, isbat nikah dapat mernjadi solursi bagi pasangan yang 

berlurm mermpurnyai akta ataur burkur nikah. Serlain itur dijerlaskan purla terntang 

serbab-serbab isbat nikah yang dijerlaskan dalam Kompilasi Hurku rm Islam Pasal 

7 ayat (3) yaitur: 

a. Adanya perrkawinan dalam rangka pernyerlersaian perrcerraian; 

b. Hilangannya Akta Nikah; 

c. Adanya kerraguran terntang sah atau r tidaknya salah satur syarat perrkawinan; 

d. Adanya perrkawinan yang terrjadi serberlurm berrlakurnya Urndang-Urndang No. 

1 Tahurn 1974; dan 

e. Perrkawinan yang dilakurkan olerh merrerka yang tidak mermpu rnyai halangan 

perrkawinan mernurrurt Urndang-Urndang No. 1 Tahurn 1974. 

Serlain itur, pernerliti jurga terrtarik mernjadikan terori Gurstav Radbrurch. 

Ajaran perrtama Gurstav Radbrurch adalah keradilan. Dia mernerkankan bahwa 

keradilan harurs mernjadi inti dari sertiap sisterm hurkurm. Sertiap sisterm hurkurm 

harurs mermiliki nilai keradilan serbagai inti, dan sertiap sisterm hurkurm yang 

berrlakur harurs berrursaha urnturk mermberrikan rasa keradilan kerpada orang-orang. 

Dalam serjarah filsafat hurkurm, keradilan adalah salah satur turjuran hurkurm yang 

paling banyak dibahas.  

Ajaran kerdura turjuran hurkurm mernurrurt Gurstav Radbrurch adalah urnturk 

mermbawa manfaat yang serbersar-bersarnya bagi masyarakat. Ini berrarti bahwa 
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hurkurm haru rs berrmanfaat bagi sertiap masyarakat yang mermburtu rhkannya, baik 

yang merrasa dirurgikan maurpurn yang tidak. Sertiap kerpurtursan hurkurm harurs 

merngurnturngkan kerdura berlah pihak. 

Ajaran kertiga Gurstav Radbrurch adalah kerpastian hurkurm, bahwa suratur 

perraturran hurkurm dapat dilaksanakan apabila perraturran hurkurm terrserburt sercara 

operrasionalnya dapat dilaksanakan.21 Olerh karerna itur, kerpastian hurkurm berrarti 

bahwa hurkurm mernawarkan kerpastian tindakan nergara dan derngan dermikian 

mermberrikan rasa aman bagi individur. Gurstav Radbrurch berrperndapat bahwa 

kerpastian hurkurm mernermpati urrurtan terrakhir dalam skala prioritas nilai-nilai 

dasar hurku rm. Gurstav berrperndapat bahwa kerpastian hurkurm harurs dapat 

dikersampingkan atas dasar keradilan dan kermanfaatan. Olerh karerna itur, 

kerberrlakuran kerpastian hurkurm dalam hurkurm mernjadi pernting. Kerpastian hurkurm 

merrurpakan bagian dari urpaya merwurju rdkan keradilan dan kermanfaatan hurkurm. 

Mernurru rt Gurstav Radbrurch keradilan merrurpakan prioritas dalam turjuran 

hurkurm serbagai pisaur analisis terrhadap kasurs yang akan pernerliti bahas pada 

pernerlitian ini, yaitur terntang perrtimbangan hakim terrhadap pernolakan isbat nikah 

serbab masih terrikat perrkawinan dalam purtu rsan nomor 

1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. 

 

 

 
21 Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Perspektif Hukum Gustav Radbruch” 2 (2023): hlm. 43. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jernis Pernerlitian 

Dalam jernis pernerlitian yang diurraikan ini, pernerliti mernggurnakan jenis 

penelitian Pustaka (Library Research). Pernerlitian ini terrmasurk dalam 

pernerlitian kerpurstakaan, yang merncakurp serrangkaian tindakan yang 

merlibatkan pernggurnaan su rmberr-surmberr perrpurstakaan urnturk 

merngurmpurlkan informasi yang rerlervan derngan analisis data.22 

Penelitian Pustaka berfokus pada dokumen-dokumen yang memiliki 

keterkaitan dengan faktor-faktor yang menurut peniliti menarik dan pantas 

untuk dilaksanakan telaah pustaka secara mendalam. 

2. Pernderkatan Pernerlitian 

Mertoder pernerlitian yang diterrapkan adalah pernderkatan analisis yurudis 

normatif. Fokurs urtama dari analisis yuridis normatif adalah hurkurm positif. 

Pernerlitian yang merngandalkan analisis perrurndang-urndangan serbagai 

surmberr urtama informasi hurkurm dikernal serbagai pernerlitian hu rkurm normatif. 

Sermerntara itur, literraturr serperrti bu rkur-burkur, opini pakar, merdia massa, surrat 

kabar, dan majalah dianggap serbagai bahan hurkurm serkurnderr yang 

mermperrkurat surbstansi hurkurm primer.23  

Mertoder pernerlitian ini berrdasarkan pernderkatan yuridis normatif terrhadap 

sturdi hu rkurm, yang fokurs pada asperk terrturlis dan tidak terrturlis dari asas 

hurkurm. Hal ini berrturjuran urnturk merngiderntifikasi ider-ider yang terrcerrmin 

 
22 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif” 21, no. 1 

(2021): hlm. 33. 
23 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam 

Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” 2021, hlm. 2465. 
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dalam format analisis hasil, yang mernjadi perrtimbangan bagi hakim dalam 

purtursan kasurs Nomor. 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. 

3. Surmberr Bahan Bakur 

a. Bahan Primerr 

Bahan primerr merrurpakan informasi yang diperrolerh sercara 

langsurng merlaluri mertoder obserrvasi, wawancara, kurersionerr, dan surrveri, 

serdangkan pernurlis mernggurnakan surmberr bahan yang berrsurmberr dari 

perru rndang-urndangan, purtursan perngadilan, dan data rersmi yang 

dikerlurarkan olerh permerrintah. Informasi ini diperrolerh sercara langsurng 

dari Perngadilan Agama Cibinong, derngan rerferrernsi pada Purtursan 

Perrkara Nomor: 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn merngernai isbat nikah, yang 

terrserdia dalam bernturk dokurmern berrkas perrkara. 

b. Bahan Serkurnderr 

Bahan yang dikurmpurlkan dari surmberr-surmberr yang terlah ada 

serberlurmnya serring dikernal serbagai bahan serkurnderr. Bahan serkurnderr 

merrurpakan informasi awal yang terlah dikurmpurlkan olerh pihak lain dan 

disu rsurn serbagai suratur kurmpurlan data ataur diaplikasikan dalam konterks 

pernerlitian. Contoh bahan serkurnderr merlipurti purblikasi ilmiah olerh 

akadermisi, termuran dari pernerlitian yang berrkaitan derngan topik serperrti 

Pernolakan Isbat Nikah dalam skripsi. Surmberr bahan serkurnderr 

mermberrikan tambahan yang pernting urnturk merngisi kerkosongan yang 

murngkin ada dalam surmberr bahan primerr. Dalam hal ini, pernurlis 
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mermanfaatkan termuran-termu ran dari pernerlitian dan purblikasi 

serberlurmnya yang rerlervan derngan topik yang diterliti. 

4. Mertoder Perngurmpurlan Data 

Metode yang digunakan peneliti adalah dokurmerntasi, pernurlis 

merlakurkan perncarian informasi me rlaluri surmberr-surmberr serperrti burkur, su rrat 

kabar, dan majalah, se rrta mermerriksa dan me rnerliti dokurmern yang rerlervan 

serperrti arsip dan ju rrnal dalam rangka mermperrolerh data terrkait isbat nikah. 

5. Mertoder Analisis Data 

Mertoder analisis yang diterrapkan urnturk mernganalisis data adalah merlaluri  

pernderkatan kualitatif yaitu dengan menganalisis sumber data primer dan 

sekunder berdasarkan konsep, teori, peraturan perindang-undangan dan 

putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis putusan hakim 

yang berkaitan dengan isbat nikah melalui pendekatan kualitatif.24 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat mermperrolerh permahaman yang komprerhernsif merngernai 

perrincian dan inti dari pernerlitian yang akan dilakurkan, pernurlis merngermbangkan 

serburah stru rkturr permbahasan yang terrorganisir, yang diwurjurdkan dalam bernturk 

kerrangka proposal skripsi yang terrperrinci serbagai berrikurt: 

BAB I berrisikan Latar Berlakang, Derfinisi Operrasional, Rurmursan 

Masalah, Turjuran dan Manfaat Pernerlitian, Kajian Purstaka, Mertoder Pernerlitian, 

dan Sistermatka Permbahasan. 

 
24 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam 

Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” 2021, hm. 2465. 
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BAB II berrisikan pernjerlasan urmurm terntang Isbat Nikah dan Poligami 

serrta terori tambahan yaitur kerwernangan hakim perngadilan agama dan terori 

turjuran hurku rm mernurrurt Gurstav Radbru rch.  

 BAB III berrisikan Derskripsi Pernertapan Perngadilan Agama Cibinong 

Perrkara Nomor: 1256/Pdt. P/2019/Pa.Cbn. Terntang Pernolakan Isbat Nikah. 

BAB IV berrisikan permbahasan dan hasil pernerlitian terntang Analisis 

Hurkurm Positif Terrhadap Pernolakan Isbat Nikah (Sturdi Purtursan Perngadilan 

Agama Cibinong Nomor 1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn).  Kermurdian, dianalisis dari 

perrmasalahan yang ada terntang hurku rm positif terrhadap pernolakan isbat nikah 

derngan mernggurnakan literraturr yang sersurai derngan rurmursan masalah dalam 

perneritian ini. 

BAB V merrurpakan tahap akhir dalam pernyursurnan pernerlitian skripsi 

yang berrisikan kersimpurlan, saran, dan pernurturp. Kersimpurlan yang dirurmurskan 

sersurai derngan pokok perrmasalahan pada bab I dan dikaji pada bab II, III, IV, 

dan IV. Serdangkan saran berrdasarkan kersimpurlan yang terlah dirurmurskan. 

Pernurturp digurnakan urnturk merngakhiri pernurlisan skripsi ini.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Isbat Nikah 

1. Perngerrtian Isbat Nikah 

Isbat nikah merrurpakan gaburngan dari dura istilah: "isbat" dan "nikah". Istilah 

"isbat" merrurjurk pada prosers pernertapan ataur permburktian su ratur kerbernaran 

ataur kerabsahan. Sermerntara itur, istilah "nikah" merngacur pada pernyaturan 

jasmani dan rohani antara serorang pria dan wanita yang mernjadi pasangan 

surami dan istri. Turjurannya adalah urnturk mermbangurn kerlurarga yang 

harmonis dan abadi yang didasarkan pada Kerturhanan Yang Maha Ersa. 

Mernurru rt para ahli fikih, perrnikahan adalah suratur perrjanjian yang 

mernghalalkan hurburngan intim antara laki-laki dan perrermpuran kercurali staturs 

perrermpuran terrserburt dilarang olerh hurkurm karerna nasab ataur karerna 

perrsursu ran.25 

Hakikat dari isbat nikah adalah pernertapannya, burkan serkadar 

perngersahan. Prosers pernertapan perrnikahan dilakurkan urnturk kerperrluran 

administratif. Olerh karerna itur, perrnikahan yang terlah mermernurhi sergala 

perrsyaratan dan urnsurr-urnsurr perrkawinan, berrarti merrerka terlah mermernurhi 

perrsyaratan materriil dan formal, yang merrurpakan kriterria dari sertiap sahnya 

perrnikahan. Baik itur yang diaturr dalam perrurndang-urndangan maurpurn yang

 
25 Huda and Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” hlm. 104. 
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dijerlaskan dalam fikih. Perrsyaratan administratifnya adalah kondisi yang 

berrkaitan derngan prosers perncatatan perrnikahan. 

Isbat nikah adalah solu rsi yang diberrlakurkan dalam rangka 

perlaksanaan Urndang-Urndang Perrkawinan Nomor 1 Tahurn 1974 Pasal 2 

Ayat 2 yang merwajibkan perncatatan perrnikahan. Serberlurm adanya urndang-

urndang ini, banyak perrnikahan yang tidak terrcatat sercara rersmi. Isbat nikah 

merrurpakan prosers di Perngadilan Agama yang terrmasurk dalam yurrisdiksi 

volurntair, di mana prosers ini dimurlai hanya jika ada satur permohon yang 

merngajurkan perrmohonan urnturk merngersahkan perrnikahannya. Perrkara 

volurntaris adalah jernis perrkara yang merlibatkan perrmohonan tanpa adanya 

kontroverrsi ataur perrberdaan perndapat. 

Perrkara Volurntair yang dapat diajurkan ker Perngadilan Agama antara 

lain, yaitur: 

a. Pernertapan perngangkatan anak; 

b. Pernertapan perngangkatan wali; dan 

c. Pernertapan perngersahan perrkawinan.26 

2. Proserdu rr Isbat Nikah 

Pada dasarnya, Perngadilan Agama ataur Mahkamah Syar'iyah tidak 

mernertapkan aturran terntang cara isbat nikah. Namurn dermikian, proserdurr 

urnturk merngajurkan isbat nikah sama derngan proserdurr urntu rk merngajurkan 

gurgatan perrdata lainnya, dan pada dasarnya sama derngan proserdurr urnturk 

 
26 Maria Rosalina et al., “Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri,” n.d., 

hlm. 47. 
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merngajurkan perrcerraian, serperrti yang dijerlaskan dalam bu rkur "Perradilan 

Agama di Indonersia", prosers perrkara di perngadilan agama dijerlaskan sercara 

rinci. Burkur ini merngurraikan bagaimana sertiap tahapan dari murlai 

perrmohonan, permerriksaan, permburktian, hingga purtursan akhir diprosers 

dalam perngadilan agama. Proserdurr isbat nikah dapat dijerlaskan serbagai 

berrikurt: 

a Surami, istri, janda, durda, anak-anak, wali nikah, ataur pihak lain yang 

mermiliki kerperntingan terrkait perrkawinan terrserburt serbagai permohon, 

merngajurkan perrmohonan sercara terrturlis ker perngadilan. 

b Perrmohonan diajurkan ker Perngadilan Agama yang berrada di termpat 

tinggal permohon. 

c Perrmohonan harurs mermurat hal-hal serbagai berrikurt: 

1) Iderntitas pihak yang merngajurkan perrmohonan (permohon ataur para 

permohon). 

2) Posita, yaitur alasan-alasan merndasar yang mernjadi dasar perngajuran 

perrmohonan terrserburt. 

3) Pertiturm, yaitur hal-hal yang dimohon kerpada perngadilan. 

Dalam prosers isbat nikah, langkah-langkah di atas adalah proserdurr 

standar yang harurs diikurti olerh permohon urnturk merndapatkan perngersahan 

ataur pernertapan staturs perrkawinan merrerka dari Perngadilan Agama.27 

 

 
27 Novita Sarwani, “Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah,” 

El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 2, no. 2 (December 9, 2022): 

hlm. 176 
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3. Syarat-Syarat Isbat Nikah 

Perrsyaratan urnturk isbat nikah tidak dijerlaskan sercara rinci dalam 

literraturr fikih klasik maurpurn kontermporerr. Namurn dermikian, perrsyaratan 

yang diperrlurkan urnturk kerabsahan suratur perrnikahan mirip derngan 

perrsyaratan urnturk perrnikahan itu r serndiri. Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang  Perkawinan  ditegaskan  bahwa:  “Perkawinan  adalah  sah,  

apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”. Dari rumusan   di   atas, jelas   bahwa   faktor   agama   

merupakan   dasar   pertama   sahnya perkawinan.  Hukum masing-masing 

agama dan kepercayaan  itulah  yang  menentukan sah  atau  tidaknya  suatu  

perkawinan.  Dalam  penjelasan  terhadap  Pasal  2  ayat  (1)  ini dinyatakan 

bahwa: “tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”.28 Hal ini dikarernakan proserdurr pernertapan kerabsahan 

perrnikahan yang dikernal derngan istilah isbat nikah serbernarnya merrurpakan 

perngurkurhan atas perrjanjian perrnikahan yang terlah dilakurkan sersurai derngan 

norma-norma hurkurm Islam.29 Syarat-syarat isbat nikah dianalogikan 

derngan perrsyaratan perrnikahan antara lain:  

a. Perrsyaratan pihak laki-laki yaitur berragama, lerlaki, orangnya jerlas, bisa 

mermberri kerserpakatan dan tidak mermpurnyai hambatan perrnikahan; 

 
28 Muchimah Muchimah and Mabaroh Azizah, “Persepsi Masyarakat Islam Kejawen di 

Kabupaten Cilacap terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Usia Perkawinan,” As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 6, no. 1 

(September 8, 2023): hlm. 484, https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5146. 
29 Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang,” AHKAM : 

Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 1 (January 28, 2016): hlm. 116,  
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b. Perrsyaratan pihak perrermpuran yaitur berragama, perrermpuran, orangnya 

jerlas, bisa dimintai perrnyataan dan tidak mermpurnyai hambatan 

perrnikahan; 

c. Perrsyaratan wali nikah yaitur pria, baligh, mermpurnyai hak perrwalian, 

perrwaliannya tidak terrhalang; 

d. Perrsyaratan saksi, yaitur minimal dura orang, hadir saat ijab qaburl, 

mermahami akad, berragama, dan baligh; dan 

e. Ijab Qaburl.30 

 

4. Serbab-Serbab Isbat Nikah 

Akta nikah yang hanya dibu rat olerh Pergawai Perncatat Nikah dapat 

digurnakan serbagai burkti perrkawinan. Jika akta nikah tidak terrserdia, nikah 

dapat diisbat di perngadilan agama. Kompilasi Hurkurm Islam, Pasal 7, ayat 

(3), mernjerlaskan alasan isbat nikah, yaitur 

a. Adanya perrkawinan dalam rangka pernyerlersaian perrcerraian; 

b. Hilangannya Akta Nikah; 

c. Adanya kerraguran terntang sah ataur tidaknya salah satur syarat 

perrkawinan; 

d. Adanya perrkawinan yang terrjadi serberlurm berrlakurnya Urndang-Urndang 

No. 1 Tahurn 1974; dan 

 
30 Rita Khairani and Royan Bawono, “Suatu Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut 

KUH Perdata dan KHI Indonesia,” Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 

4, no. 2 (September 11, 2022): hlm. 71,  
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e. Perrkawinan yang dilakurkan olerh merrerka yang tidak mermpurnyai 

halangan perrkawinan mernurrurt Urndang-Urndang No. 1 Tahurn 1974.31 

5. Turjuran Isbat Nikah 

Merskipurn burkan merrurpakan syarat sahnya perrnikahan, perncatatan 

perrnikahan tertap diperrlurkan. Hal ini karerna perncatatan diperrlurkan agar 

perrnikahan diakuri olerh permerrintah dan mermiliki konserkurernsi hurkurm bagi 

sermura pihak yang terrlibat. Pernjerlasan urmurm Urndang-Urndang Perrkawinan 

mernyatakan bahwa perncatatan perrkawinan sama derngan perncatatan 

kerlahiran, kermatian, ataur perristiwa pernting lainnya yang didokurmerntasikan 

dalam serburah akta ataur dokurmern yang dicatat dalam daftar. Olerh karerna itur, 

perncatatan perrnikahan dianggap pernting urnturk mernghindari masalah yang 

murngkin timburl akibat tidak merncatatkan perrnikahan. Olerh karerna itur, 

sangat pernting bagi pasangan urntu rk merndaftarkan perrnikahan merrerka urnturk 

mernjaga kerterrtiban administrasi dan merlindurngi hak-hak hu rkurm merrerka.32 

B. Poligami 

1. Perngerrtian Poligami 

Dalam konterks Islam, poligami diderfinisikan serbagai perrnikahan 

lerbih dari satur hingga batas yang terlah diternturkan, biasanya ermpat wanita. 

Berberrapa orang mermahami bahwa dalam Islam, serorang perlakur poligami 

bisa berrjurmlah sermbilan atau r lerbih. Merskipurn dermikian, serjarah 

merndurkurng permahaman yang lerbih popurlerr terntang poligami yang terrbatas 

 
31 Meita Djohan Oe, (Pranata Hukum Volume 8 No 2, July 2013), hlm. 140. 
32 Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” 

n.d., hlm. 3. 
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pada ermpat pasangan, karerna Nabi Murhammad SAW merlarang urmatnya 

urnturk mermiliki lerbih dari ermpat istri. 

Islam tidak serlalur mermbernarkan poligami. Islam mermberrlakurkan 

permbatasan dan perrsyaratan yang kertat bagi orang-orang yang ingin 

merlaku rkan poligami. Salah satur batasannya adalah serorang pria hanya bolerh 

mermiliki maksimal ermpat orang istri derngan syarat ia dapat 

mermperrlakurkan merrerka derngan adil dalam hal nafkah, termpat tinggal, dan 

waktur yang dihabiskan berrsama. Islam mernjerlaskan derngan sangat jerlas 

bahwa mermiliki satur istri saja su rdah curkurp jika diperrkirakan tidak akan 

mampu r berrlakur adil. Imam al-Ghazali mernergaskan bahwa Islam mermiliki 

hurkurm yang urnik terrkait poligami. Sama halnya derngan bagaimana Islam 

mernganjurrkan para pria yang berlurm mernikah dan berlurm siap mernikah urnturk 

berrpurasa, para pria tidak bolerh mermaksakan diri urnturk berrpoligami jika 

merrerka tidak mampur berrsikap adil.33 

Poligami, yang diderfinisikan serbagai perrnikahan lerbih dari satur, 

dibagi mernjadi dura katergori yaitu r poligini dan poliandri. Di Indonersia, 

poligami pada dasarnya didasarkan pada prinsip monogami, yang berrarti 

bahwa serorang surami ideral hanya bolerh mermiliki satur istri. Merskipurn 

prinsip poligami diaturr olerh Urndang-Urndang No. 1 Tahurn 1974 terntang 

Perrkawinan dan Kompilasi Hurkurm Islam (KHI), sayangnya poligami terlah 

 
33 Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Al-Qadau: 

Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (December 21, 2018): hlm. 273-274 
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mernjadi hal yang biasa di Indonersia dan banyak orang yang 

merngabaikannya.34 

2. Dasar Hurkurm Poligami 

Dasar hurkurm urnturk poligami terrdapat dalam Surrat An-Nisa' ayat 3, 

yang mernyatakan bahwa serorang pria dapat mernikahi dura, tiga ataur ermpat 

istri pada waktur yang sama. Hadis Nabi Murhammad mermperrjerlas firman 

Allah yaitu r kertika serorang pria berrnama Ghilan masurk Islam derngan 

serpurlurh istri, Nabi mermintanya u rnturk berrpisah derngan istri-istrinya yang 

lain dan mermilih ermpat orang.35 Allah SWT berrfirman dalam Al-Qur’ran 

surrat an-nisa’ ayat 3 yang berrburnyi : 

ى وَ   لۡوَالادَيۡنا ااحۡسَانًا وَّباذاى الۡقُرۡبٰى وَالۡيَ تىمى ؕ   وَّبِا َ وَلََ تُشۡراكُوۡا باه شَيۡ   ا ا    وَاعۡبُدُوا اللّىٰ
ۙ  وَمَا  با وَابۡنا السَّبايۡلا

لَۡۡ نۡۢۡ با بِا كايۡۡا وَالَۡۡ ارا ذاى الۡقُرۡبٰى وَالَۡۡ ارا الُۡۡ نُبا وَالصَّاحا  الۡمَسى
تَالَا فَخُوۡراَ  مَلَ كَتۡ ايَۡۡاَنكُُمۡ  َ لََ يُاُبُّ مَنۡ كَانَ مُُۡ اانَّ اللّىٰ  

Artinya: “Dan jika kamu r takurt tidak akan dapat Berrlakur adil 

terrhadap (hak-hak) perrermpuran yang yatim (bilamana kamur 

merngawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamur 

sernangi; dura, tiga ataur ermpat. kermurdian jika kamur takurt tidak akan 

dapat Berrlakur adil, Maka (kawinilah) serorang saja, ataur burdak-

burdak yang kamur miliki. yang dermikian itur adalah lerbih derkat 

kerpada tidak berrburat aniaya”.36 

 

 Sermura kerternturan yang ada dalam hurkurm Islam, terrmasurk yang 

berrkaitan derngan poligami, yang mermiliki dasar dalam Surrat Annisa ayat 3, 

 
34 Gentur Cahyo Setiono and Achmad Bahroni, (Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat, 

n.d.), hlm. 1,  
35 Dewi Ulfa Lailatul Fitria And Fitri Ariani, “Problematika Poligami Di Negara Turki,” 

n.d., hlm. 42.  
36 Alfattiah Aldin, “Hukum Poligami dan Interpretasi dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3,” Jurnal 

Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 17, no. 1 (January 8, 2023): hlm. 3, 
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berrasal terrurtama dari Al-Qurr'an. Dalam Surrat An-Nisa" ayat 3, keradilan 

berrsifat murtlak dan tidak mermiliki termpat yang pasti. Olerh karerna itur, 

keradilan dalam sergala bernturk dan maknanya-terrmasurk yang sercara khursurs 

terrkait derngan masalah mahar dan yang terrkait derngan masalah-masalah 

lain, serperrti apakah alasan perrnikahan hanya serbatas mernginginkan 

hartanya dan burkan karerna pasangannya adalah orang yang ingin digaurli-

diturnturt olerh ayat terrserburt.37 

3. Alasan dan Syarat Poligami 

a. Alasan Poligami 

Pada dasarnya serserorang laki- laki curma bolerh mermiliki serserorang 

istri. Serserorang surami bolerh berristri lerbih dari serserorang apabila 

dikerherndaki olerh pihak- pihak yang berrsangkurtan serrta mernermurkan izin 

dari Majerlis hurkurm Agama (Pasal 3 ayat (2) UrUr Nomor. 1 Tahurn 1974). 

Bawah permberrian izin poligami olerh Majerlis hurkurm Agama diaturr 

dalam Pasal 4 ayat (2) Urndang- Urndang Perrnikahan (UrUrP) serrta dalam 

Bab 9 KHI Pasal 57, serperrti yang dijerlaskan dibawah ini:  

1) Isterri tidak dapat mernjalankan kerwajibannya serbagai isterri; 

2) Isterri merndapat cacat badan ataur pernyakit yang tidak dapat 

disermburhkan; dan  

3) Isterri tidak dapat merlahirkan kerturrurnan. 

 
37 Agus Mahfudin and Galuh Retno Setyo Wardani, “Asas Monogami Dalam Surat An-

Nisa’ Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab),” n.d., hlm. 118-119. 
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Derngan mermperrhatikan alasan-alasan yang terrcanturm di atas urnturk 

merngizinkan poligami, jerlaslah bahwa alasan-alasan terrserburt berrbicara 

terntang turjuran urtama perlaksanaan perrkawinan, yaitur urntu rk mernciptakan 

rurmah tangga yang bahagia dan kerkal (yang dalam KHI diserburt derngan 

istilah sakinah, mawaddah, dan warahmah) berrdasarkan Kerturhanan 

Yang Maha Ersa. Dapat dikatakan bahwa surami istri tidak akan dapat 

mermbernturk kerlurarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan 

warahmah) jika merngalami kertiga alasan terrserburt di atas.38 

b. Syarat Poligami 

Adapurn syarat yang dipakai olerh serorang surami agar ia dapat 

berristerri lerbih dari serorang, diaturr dalam Pasal 4 ayat (2) Urndang-

Urndang Nomor 1 Tahurn jo. Pasal 41 hurrurf a PP Nomor 9 Tahurn 1975, 

yaitur:  

1) Isterri tidak dapat mernjalankan kerwajiban serbagai isterri;  

2) Isterri merndapat cacat badan ataur pernyakit yang tidak dapat 

disermburhkan; dan  

3) Isterri tidak dapat merlahirkan kerturrurnan.  

Apabila salah satur dari alasan di atas dapat dipernurhi, maka alasan 

terrserburt masih harurs didurku rng olerh syarat-syarat yang terlah diaturr 

dalam Pasal 5 ayat (1) Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 1974, yaitur:  

1) Ada perrserturjuran dari isterri/isterri-isterri;  

 
38 Ahmad Muzakki, “Sosiologi Gender: Poligami Perspektif Hukum Islam,” Lisan Al-Hal: 

Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 10, no. 2 (December 9, 2016): hlm. 362,  
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2) Adanya kerpastian, bahwa saurmi mampur mernjamin kerperrluran hidurp 

isterri-isterri dan anak-anak merrerka; dan  

3) Adanya jaminan, bahwa surami akan berrlakur adil terrhadap isterri-

isterri dan anak-anak merrerka.  

Apabila istri ataur istri-istri dari serorang surami tidak murngkin 

dimintai perrserturjurannya dan tidak dapat mernjadi pihak dalam 

perrjanjian, ataur apabila tidak ada kabar dari istri serlama serkurrang-

kurrangnya 2 (dura) tahurn, atau r karerna serbab-serbab lainnya yang perrlur 

merndapat pernilaian dari hakim perngadilan, maka perrserturjuran yang 

terrserburt pada ayat (1) hurrurf a di atas tidak diperrlurkan lagi bagi serorang 

surami (Pasal 5 ayat (2) UrUr No. 1 Tahurn 1974).  

Perrserturjuran dalam Pasal 15 ayat (1) hurrurf a Urndang-Urndang Nomor 

1 Tahurn 1974 diperrtergas olerh Pasal 41 hurrurf b PP Nomor 9 Tahurn 1975, 

yaitur: “ada ataur tidaknya perrserturjuran dari isterri, baik perrserturjuran itur 

haru rs diurcapkan di derpan Perngadilan”, serdangakan kermampuran serorang 

surami dalam Pasal 5 ayat (2) hurrurf b Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 

1974, diperrtergas olerh Pasal 41 hurrurf c PP Nomor 9 Tahurn 1975, yaitur: 

ada ataur tidaknya kermampuran surami urnturk mernjamin kerperrluran isterri-

isterri dan anak-anak, derngan mermperrhatikan:  

1) Surrat kerterrangan merngernai pernghasilan surami yang ditandatangani 

olerh berndahara termpat kerrja; 

2) Surrat kerterrangan pajak pernghasilan; dan 

3) Surrat kerterrangan lain yang dapat diterrima Perngadilan.  
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Serlanjurtnya jaminan keradilan dalam Pasal 5 ayat (1) hurrurf c 

Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 1974, diperrtergas olerh Pasal 41 hurrurf 

d PP Nomor 9 Tahurn 1975, yaitur: ada ataur tidak jaminan, bahwa surami 

akan berrlakur adil terrhadap isterri-isterri dan anakanak merrerka derngan 

mernyatakan ataur janji dari surami yang diburat dalam bernturk yang 

ditertapkan urnturk itur.39 

4. Hikmah Poligami 

Dalam konterks perlaksanaan maqashid al-syari’ah ada berberrapa 

hikmah dan manfaat yang terrkandurng dalam poligami, diantaranya: 

a. Poligami dalam rangka mermerlihara agama (hifdz al-din) 

Poligami dapat mernjadi sarana urnturk merningkatkan dan 

mermperrkurat aqidah para wanita yang surdah mernikah dan terntur saja 

merncergah merrerka mernyimpang dari ajaran Islam. Banyak wanita yang 

berragama Islam karerna cinta mernikah derngan pria yang burkan Murslim 

dan merninggalkan Islam ataur mernjadi murrtad. Ada jurga yang mernikah 

derngan pria non-Murslim dan mernjalankan rurmah tangganya derngan 

keryakinan agama lain. Ini adalah masalah yang sangat 

merngkhawatirkan saat ini.  

Hal ini terntur akan mernjadi masalah dan bahaya bersar bagi aqidah 

kau rm wanita dan urmat Islam sercara urmurm. Hal ini dikarernakan sercara 

logika, mermbersarkan anak dari perrnikahan jernis ini akan mermperngarurhi 

 
39 Yohanis Yohanis, “Perkawinan Poligami Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota 

Padang (Mekanisime Pemberian Izin, Dasar Hukum, Syarat-Syarat Poligami dan Pelaksanaanya),” 

Soumatera Law Review 1, no. 1 (May 8, 2018): hlm. 205-206,  
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perrkermbangan aqidah anak yang dibersarkan olerh ayah dan ibur yang 

berrberda agama. Jika perrnikahan berda agama terrurs merrerbak di terngah 

masyarakat, maka akan merngakibatkan mernurrurnnya jurmlah urmat Islam 

di terngah masyarakat dan akan terrurs terrjadi permurrtadan di kalangan 

urmat Islam. 

b. Poligami dalam rangka mermerlihara jiwa (hifdz al-nafs) 

Islam tidak mernghilangkan fitrah manursia, terrmasurk kerburturhan 

serksural. Islam diciptakan derngan turjuran urnturk merngontrol masalah 

serksural agar manursia dapat merncapai mashlahah. Hanya saja dalam 

Islam, hurburngan serks yang dihalalkan adalah hurburngan serks yang 

dilakurkan derngan pasangan yang sah dan burkan derngan orang lain, 

apalagi hurburngan serks yang dilakurkan derngan paksaan (permerrkosaan).  

Perlercerhan serksural terrjadi di mana saja dan kapan saja, terrmasurk di 

lermbaga perndidikan yang mermiliki fokurs keragamaan. Olerh karerna itur, 

serorang perrermpuran akan mermiliki sandaran yang dapat digurnakan 

urntu rk merlindurngi dirinya dari hal-hal yang merrursak jiwanya jika 

syariah poligami diberrlakurkan, terrurtama bagi para janda yang tinggal di 

daerrah derngan tingkat kriminalitas tinggi. 

c. Poligami dalam rangka mermerlihara akal (hifdz al-‘aql) 

Mernurrurt maqashid al-syari'ah, poligami adalah salah satur cara urnturk 

mermerlihara dan mernjaga akal (hifdz al-'aql). Pernjagaan akal yang 

dimaksurd adalah derngan adanya pasangan surami yang mapan sercara 

materri dan interlerktural, maka istri akan merndapatkan perndidikan yang 
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baik. Karerna derngan dermikian, sang istri akan merndapatkan perndidikan 

yang lerbih baik, baik dari perndidikan suraminya maurpurn perndidikan 

yang ingin ia termpurh di lermbaga-lermbaga perndidikan yang 

mermbu rturhkan biaya tinggi. Jadi, pada intinya, poligami diperrbolerhkan 

dalam Islam serlama serorang surami dapat mermernurhi kerburturhan fisik 

istrinya (makanan, pakaian, termpat tinggal, dan lain-lain) dan jurga 

kerburturhan merntalnya (kasih sayang, perndidikan, dan lain-lain). 

d. Poligami dalam rangka mermerlihara kerturrurnan (hifdz al-nasl) 

Poligami, dari perrsperktif permerliharaan kerturrurnan (hifdz al-nasl), 

terntur dapat mermbantur merngherntikan perningkatan perrzinahan yang 

mernyerbabkan banyaknya anak di lurar nikah. Anak-anak yang tidak 

mernikah tidak mermiliki hak yang sama derngan anak-anak yang lahir 

serterlah mernikah. Pilihan urnturk poligami terrganturng pada konstitursi 

surami, keringinan urnturk mernikah, dan kermampuran surami urnturk 

mermernurhi tanggurng jawabnya. Namurn, kerpurtursan yang merndurkurng 

poligami dapat mernjadi "wajib" ataur bahkan "haram" jika dilakurkan 

derngan cara yang "haram". 

e. Poligami dalam rangka mermerlihara harta (hifdz al-mal) 

Dalam Islam, surami berrtanggurng jawab urnturk merncari nafkah, dan 

surami yang cerlaka adalah surami yang tidak berrursaha dan malah 

mernikmati "mernghisap kerringat istrinya". Pada dasarnya, surami harurs 

mermernurhi sermura kerburturhan kerlurarganya dan istri tidak harurs 

merngurrursnya. Jadi poligami dapat mernjadi sarana hifdz al-mal bagi 



38 
 

 
 

serorang wanita yang ingin mermiliki istri kerdura. Para janda khursursnya, 

yang harurs mernafkahi anak-anak merrerka, serring kali berralih ker 

prostitursi karerna alasan erkonomi. Olerh karerna itur, kermampuran urnturk 

mernafkahi anak-anak dan pasangan merrurpakan salah satu r prasyarat bagi 

serorang surami urnturk merlakurkan poligami.40 

5. Proserdu rr Poligami 

Berrdasarkan kerternturan urndang-urndang di Indonersia merngandurng 

prinsip perrkawinan dilandasi azas monogami. Hal ini terrdapat di dalam 

Urndang-Urndang Rerpurblik Indonersia Nomor 1 Tahurn 1974 Pasal 3 yang 

berrburnyi: 

(1) Pada azasnya dalam suratur perrkawinan serorang pria hanya bolerh 

mermpurnyai serorang isterri. Serorang wanita hanya bolerh mermpurnyai 

serorang surami. 

(2) Perngadilan, dapat mermberri izin kerpada serorang surami urnturk berristerri 

lerbih dari serorang apabila dikerherndaki olerh pihak-pihak yang 

berrsangkurtan. 

Dari pernjerlasan pasal 3 ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa, urnturk 

merndapat izin perngadilan serserorang yang ingin merlakurkan poligami 

harurslah merngikurti sergala proserdu rr dan syarat-syarat yang terlah ditertapkan 

olerh Kantor Urrursan Agama (KUrA). Proserdurr-proserdurr yang perrlur dijalani 

adalah serperrti berrikurt:  

 
40 Ali Imran Sinaga, Didi Maslan, and Parentah Lubis, “Poligami Dalam Perspektif Islam: 

Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al- Syari’ah” 11, no. 01 (2023): hlm. 7-10. 
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1) Daftar derngan turjuran maur mernikah, derngan kermurdian mermbawa syarat 

yang diburturhkan ker KUrA.  

2) Perngajuran izin urnturk berrpoligami Perngadilan Agama berrsamaan 

merlerngkapi berrkas-berrkas yang sersurai derngan syarat dan kerternturan 

terrkait. 

3) Jika hal terrserburt terlah serlasai terrkait prosers dan kerternturannya, surrat 

kertertapan izinnyapurn dapat didapatkan, kermurdian diserrahkan kerpada 

KUrA, poligamipurn dapat dilaksanakan.  

4) Kurtipan dari Akta Nikahpurn akan didapatkan, inilah prosers terrakhir. 

Praktik poligami sangatlah murdah merngingat proserdurr yang ada. 

Namurn, hurkurm Indonersia sangat kertat merngaturr kondisi di mana pria yang 

ingin berrpoligami dapat merndapatkan izin perngadilan. Urndang-Urndang 

Rerpurblik Indonersia No. 1 Tahu rn 1974 terntang Perrkawinan, Pasal 4, 

mernjerlaskan syarat-syarat terrserbu rt, yang berrburnyi: 

(1) Dalam hal serorang surami akan berristerri lerbih dari serorang, serbagaimana 

terrserburt dalam Pasal 3 ayat (2) Urndang-urndang ini, maka ia wajib 

merngajurkan perrmohonan kerpada Perngadilan di daerrah termpat 

tinggalnya. 

(2) Perngadilan dimaksurd data ayat (1) pasal ini hanya mermberrikan izin 

kerpada serorang surami yang akan berristerri lerbih dari serorang apabila: 

a. Isterri tidak dapat mernjalankan kerwajibannya serbagai isterri; 

b. Isterri merndapat cacat badan ataur pernyakit yang tidak dapat 

disermburhkan; 
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c. Isterri tidak dapat merlahirkan kerturrurnan. 

Bergiturpurn derngan Pasal 5 yang berrburnyi: 

(1) Urnturk dapat merngajurkan perrmohonan kerpada Perngadilan, serbagaimana 

dimaksurd dalam Pasal 4 ayat (1) Urndang-urndang ini, harurs dipernurhi 

syarat-syarat serbagai berrikurt: 

a. Adanya perrserturjuran dari isterri/isterri-isterri; 

b. Adanya kerpastian bahwa surami mampur mernjamin kerperrluran- 

kerperrluran hidurp isterri-isterri dan anak-anak merrerka; 

c. Adanya jaminan bahwa surami akan berrlakur adil terrhadap isterri-isterri 

dan anak-anak merrerka. 

(2) Perrserturjuran yang dimaksurd pada ayat (1) hurrurf a pasal ini tidak 

diperrlurkan bagi serorang su rami apabila isterri/isterri-isterrinya tidak 

murngkin dimintai perrserturjurannya dan tidak dapat mernjadi pihak dalam 

perrjanjian, ataur apabila tidak ada kabar dari isterrinya serlama serkurrang 

kurrangnya 2 (dura) tahurn, atau r karerna serbab-serbab lainnya yang perrlur 

merndapat pernilaian dari Hakim Perngadilan. 41 

C. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama 

Kerkuratan ataur komperternsi adalah istilah lain urnturk kerwernangan. 

Kerwernangan berrasal dari bahasa Latin "comperto", yang merru rpakan otorisasi 

yang ditertapkan sercara hurkurm urnturk merlakurkan suratur turgas kerkurasaan urnturk 

mermburat kerpurtursan. Kerwernangan dalam bahasa Berlanda berrarti kermampuran, 

 
41 Siti Nor Aishah, Siti Zailia, and Armasito Armasito, “Prosedur dan Syarat Poligami di 

Indonesia dan Malaysia,” Muqaranah 6, no. 1 (July 1, 2022): hlm. 64-65,  
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yang berrarti kermampuran urnturk mermurturskan. Kerwernangan jurga diserburt serbagai 

kerkurasaan ataur kerwernangan yang berrkaitan derngan perrkara yang serdang 

diperriksa di perngadilan, ataur perngadilan mana yang berrhak mermerriksanya.42 

Urnturk dapat merngadili dan mermurturskan kasurs yang diajurkan ker Mahkamah 

Agurng dan badan perradilan di bawahnya, baik di perradilan urmurm, agama, 

militerr, tata ursaha nergara, maurpu rn khursurs, hakim harurs mermperlajari, 

merngikurti, dan mermahami prinsip hurkurm dan rasa keradilan masyarakat. 

"Hakim dan hakim konstitursi wajib mernggali, merngikurti, dan mermahami nilai-

nilai hurkurm dan rasa keradilan yang hidurp dalam Masyarakat” (Pasal 5 ayat (1) 

UrUr No. 48 Tahurn 2009).  

Pernjerlasan dari pasal 5 ayat (1) terrserburt mernyatakan, “kerternturan ini 

dimaksurdkan agar purtursan hakim dan hakim konstitursi sersurai derngan hurkurm 

dan rasa keradilan masyarakat. Dari pernjerlasan terrserburt, dapatlah dimerngerrti 

turjuran dibu ratnya kerternturan pasal 5 ayat (1) terrserburt, yaitur agar purtursan hakim 

harurs sersurai derngan rasa keradilan masyarakat dan hurkurm. Urntu rk merncapai hal 

ini, dasar kerwernangan hakim dalam merlaksanakan turgas-turgas perradilan harurs 

ditertapkan. Merrerka jurga perrlur mernyerlidiki, mermaturhi, dan mermahami prinsip-

prinsip hurkurm dan keradilan yang berrlakur di masyarakat. 

Dalam mermurturskan perrkara hurku rm, hakim mermiliki kerwajiban yang tidak 

dapat diganggur gurgat urnturk mernerliti, merngamati, dan mermahami nilai-nilai 

hurkurm yang ada di masyarakat. Hal ini didasarkan pada permikiran bahwa sertiap 

 
42 Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di 

Indonesia,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (July 3, 2018): hlm. 

78,  
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kerpurtursan perradilan harurs sersurai derngan hurkurm dan keradilan. Turjuran hakim 

dan kerkurasaan kerhakiman adalah urnturk mermastikan bahwa sertiap kerpurtursan 

yang merrerka burat sersurai derngan hurkurm dan rasa keradilan masyarakat. 

Perngadilan ada urnturk mermberrikan keradilan dan hakim ada urntu rk mermberrikan 

keradilan derngan mermerriksa kasurs dan mermburat kerpurtursan. Kerwernangan 

perngambilan kerpurtursan merrerka harurs didasarkan pada Pancasila dan Urndang-

Urndang Dasar 1945 urnturk mermastikan surprermasi hurkurm di Indonersia.43 

D. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch  

Mernurru rt Gurstav Radbrurch merngernai turjuran hurkurm, diklasifikasikan 

mernjadi dura terori terori yang salah satu rnya yaitur terori konvernsional. Dalam terori 

konvernsional, diklasifikasikan lagi mernjadi 3 (tiga) yang mernganggap bahwa 

turjuran hurku rm hanya satur, serhingga dikernal serbagai terori yang erkstrim, yaitur 

serbagai berrikurt: 

1. Terori Ertis derngan Turjuran Keradilannya 

Ajaran perrtama Gurstav Radbrurch adalah keradilan. Dia mernerkankan 

bahwa keradilan harurs mernjadi inti dari sertiap sisterm hurkurm. Sertiap sisterm 

hurkurm harurs mermiliki nilai keradilan serbagai inti, dan sertiap sisterm hurkurm 

yang berrlakur harurs berrursaha urnturk mermberrikan rasa keradilan kerpada 

orang-orang. Dalam serjarah filsafat hurkurm, keradilan adalah salah satur 

turjuran hurkurm yang paling banyak dibahas.  

 
43 Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus 

Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan,” no. 1 (n.d.): hlm. 125. 
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Mernurrurt Gurstav Radbrurch, keradilan surdah curkurp apabila kasurs-

kasurs yang sama diperrlakurkan derngan cara yang sama. Bagi Gurstav 

Radbru rch, keradilan mermiliki berberrapa arti, yaitur: 

a. Keradilan dimaknai serbagai sifat ataur kuralitas pribadi. Keradilan surbjerktif 

serbagai keradilan serkurnderr adalah perndirian ataur sikap, pandangan dan 

keryakinan yang diarahkan kerpada terrwurjurdnya keradilan objerktif 

serbagai keradilan yang primerr. 

b. Surmberr keradilan berrasal dari hurkurm positif dan cita hurkurm 

(Rerchtsidererer). 

c. Inti dari keradilan adalah kersamaan. Dalam hal ini Radbrurch merngikurti 

pandangan Aristoterlers dan mermbagi keradilan mernjadi keradilan 

distriburtif dan keradilan komurtatif.  

Mernurrurt Tergurs Prasertyo, "Serserorang murngkin merngatakan bahwa 

turjuran hurkurm hanyalah keradilan, yang berrarti dalam keradilan terrserburt 

terrdapat kerpastian dan manfaat yang serlalur didapat." Gerny adalah salah satur 

ahli yang jurga merndurkurng pandangan bahwa hurkurm berrturjuran urnturk 

merwurju rdkan keradilan. Serperrti yang dikurtip olerh van Aperldoorn, Gerny 

merngajarkan bahwa turjuran hurkurm adalah sermata-mata keradilan, tertapi ia 

merrasa perrlur mermasurkkan kerpastian dan manfaat serbagai bagian dari 

konserp keradilan. 

Terrwurjurdnya keradilan adalah salah satu r turjuran hu rkurm. Perndapat 

yang sercara komprerhernsif mernggambarkan tiga turjuran hurkurm, yaitu r 

kerpastian, kermanfaatan, dan keradilan, merrurpakan permbernaran yang terpat 
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urnturk keryakinan bahwa merngerjar keradilan pasti akan merngarah pada 

perrwurju rdan kerpastian dan kermanfaatan, karerna kerduranya merrurpakan 

komponern intergral dari keradilan. Pada dasarnya, kerpastian dan kermanfaatan 

dipandang serbagai sarana urnturk merncapai keradilan dan burkan serbagai 

lawan dari keradilan serbagai turjuran hurkurm.  

Olerh karerna itur, turjuran hu rkurm terntur saja adalah keradilan. Bahkan 

Gurstav Radbrurch, yang mermperrkernalkan tiga turjuran hurkurm, yang mernjadi 

acuran terrpernting bagi para ahli hurkurm kertika merndiskursikan turjuran hurkurm, 

yaitur kerpstian, keradilan, dan kermanfaatan, pada akhirnya merngorerksi 

pandangannya serndiri. Radbrurch mernyatakan bahwa turjuran hurkurm yang 

ideral tidak lain adalah keradilan. Mernurrurt Gurstav Radbrurch, keradilan harurs 

didahurlurkan daripada kerpastian hurkurm dan kermanfaatan di antara turjuran-

turjuran hurkurm yang lain. 

Ideralnya, pernurnturtan pidana harurs mermernurhi kertiga urnsurr terrserburt. 

Namurn dalam praktiknya, serring kali terrjadi perrterntangan di antara kertiga 

urnsurr terrserburt. Urnturk merngantisipasi hal terrserburt, Gurstav Radbrurch 

mernawarkan konserp asas prioritas. Mernurrurt Radbrurch, jika terrjadi 

perrterntangan antara nilai-nilai furndamerntal terrserburt, maka harurs diterrapkan 

asas prioritas, di mana nilai keradilan serlalur didahurlurkan, disursurl derngan 

nilai kergurnaan ataur kermanfaatan dan terrakhir adalah kerpastian hurkurm. Hal 

ini mernurnjurkkan bahwa Radbrurch mernermpatkan nilai keradilan pada urrurtan 

perrtama, kermurdian disursurl derngan nilai kermanfaatan, dan mernermpatkan 
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kerpastian hurkurm di bawah nilai kermanfaatan dalam pernergakan hurkurm yang 

ideral dan dikerherndaki.44 

2. Terori Urtilistis derngan Turjuran Kermanfaatannya 

Ajaran kerdura turjuran hurkurm mernurrurt Gurstav Radbrurch adalah urnturk 

mermbawa manfaat yang serbersar-bersarnya bagi masyarakat. Ini berrarti 

bahwa hurkurm harurs berrmanfaat bagi sertiap masyarakat yang 

mermbu rturhkannya, baik yang merrasa dirurgikan maurpurn yang tidak. Sertiap 

kerpurtursan hurkurm harurs merngurntu rngkan kerdura berlah pihak.45 

 Kermanfaatan yang diartikan serbagai turjuran hurku rm yang harurs 

diturjurkan pada sersuratur yang berrfaerdah ataur mermiliki manfaat. Pada intinya, 

turjuran hurkurm adalah urnturk mermburat banyak orang bahagia ataur sernang. 

bahwa kerbahagiaan mayoritas orang adalah alasan serbernarnya merngapa 

nergara dan hurkurm didirikan. Turju ran hurkurm, mernurrurt para perndurkurng terori 

kermanfaatan Jerrermy Berntham, adalah urnturk mernjamin kerbahagiaan 

terrbersar bagi serjurmlah bersar individur. Mernghasilkan kernikmatan dan 

kersernangan terrbersar bagi serjurmlah bersar individur, pada dasarnya, adalah 

turjuran dari kermanfaatan hurkurm ini. 

Aternsi harurs diberrikan pada kermanfaatan hurkurm. Hal ini pernting 

karerna sermura orang ingin pernergakan hurkurm berrjalan derngan cerpat. Cergah 

agar pernergakkan hurkurm tidak mernimburlkan masalah di lingkurngan serkitar. 

 
44 Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum 

Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” Collegium Studiosum Journal 6, no. 2 (December 

12, 2023): hlm. 560 
45 Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Perspektif Hukum Gustav Radbruch” 2 (2023): hlm. 43. 
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Karerna hurkurm ini serlalur dikaitkan derngan hurkurm yang murngkin salah, 

tidak aspiratif, dan tidak sersurai derngan nilai-nilai masyarakat. Mernurrurt 

Achmad Ali, aliran ertis bisa dianggap serbagai ajaran moral ideral ataur ajaran 

moral terorertis, serdangkan aliran yang terrmasurk dalam ajaran moral praktis 

adalah aliran urtilitas. Tokoh urtama dalam aliran urtilitas ini adalah Jerrermy 

Berntham, yang dikernal serbagai bapak urtilitarianismer hurkurm. 

Serlain Berntham, ada jurga Jamers Mill dan John Sturart Mill, tertapi 

Jarermy Berntham adalah yang paling radikal dari kaurm urtilitarian. Perngikurt 

aliran u rtilitarian ini perrcaya bahwa satur-saturnya turjuran hurku rm adalah urnturk 

mermaksimalkan kerbahagiaan ataur urtilitas bagi serbanyak murngkin warga 

nergara. Pernggurnaan hurkurm serbagai salah satur instrurmern u rnturk merngerjar 

kerbahagiaan bagi sermura warga nergara mernjadi dasar dari perrlakuran ini. 

Keradilan dan kerpastian hurkurm dilerngkapi derngan prinsip kermanfaatan 

hurkurm. 

Prinsip kermanfaatan harurs diperrhiturngkan saat mernerrapkan prinsip 

keradilan dan kerpastian hurkurm. Misalnya kertika mermurturskan apakah akan 

merngerkserkursi serorang permburnu rh, pernting urnturk mermperrtimbangkan 

kerurnturngan bagi masyarakat dan perlakur yang mernerrima hurkurman mati. 

Hurkurman mati harurs digurnakan jika dianggap lerbih merngu rnturngkan bagi 

masyarakat.46 

 

 
46 Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum 

Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” Collegium Studiosum Journal 6, no. 2 (December 

12, 2023): hlm. 559 
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3. Terori Yurridis Dogmatik derngan Kerpastian Hurkurmnya 

Ajaran kertiga Gurstav Radbrurch adalah kerpastian hurkurm, bahwa suratur 

perraturran hurkurm dapat dilaksanakan apabila perraturran hurkurm terrserburt sercara 

operrasionalnya dapat dilaksanakan.47 Olerh karerna itur, kerpastian hurkurm berrarti 

bahwa hurkurm mernawarkan kerpastian tindakan nergara dan derngan dermikian 

mermberrikan rasa aman bagi individur. Gurstav Radbrurch berrperndapat bahwa 

kerpastian hurkurm mernermpati urrurtan terrakhir dalam skala prioritas nilai-nilai 

dasar hurku rm. Gurstav berrperndapat bahwa kerpastian hurkurm harurs dapat 

dikersampingkan atas dasar keradilan dan kermanfaatan. Olerh karerna itur, 

kerberrlakuran kerpastian hurkurm dalam hurkurm mernjadi pernting. Kerpastian hurkurm 

merrurpakan bagian dari urpaya merwurju rdkan keradilan dan kermanfaatan hurkurm. 

Pada kernyataannya, kerpastian hu rkurm merngacur pada kerberradaan konserp 

yang dipahami serbagai suratur keradaan di mana hurkurm surdah pasti berrdasarkan 

kerkuratan aktural dari kerternturan hurkurm yang rerlervan. Prinsip kerpastian hurkurm 

berrfurngsi serbagai perrlindurngan bagi para perncari keradilan ataur hakim terrhadap 

perrilakur serwernang-wernang derngan mernjamin bahwa serserorang akan mernerrima 

apa yang diharapkannya dalam kondisi terrterntur. 

Para perncari keradilan merngharapkan adanya kerpastian hu rkurm serbagai 

perrlindurngan terrhadap kerserwernang-wernangan aparat pernergak hu rkurm yang 

dapat berrtindak serwernang-wernang dalam me rnjalankan tu rgas rersmi merrerka. 

Karerna derngan adanya kerpastian hu rkurm, masyarakat tahur perrsis apa yang 

 
47 Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Perspektif Hukum Gustav Radbruch” 2 (2023): hlm. 11664. 
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mernjadi hak dan kerwajibannya di hadapan hu rkurm. Jika tidak ada ke rpastian 

hurkurm, orang tidak tahur apa yang harurs merrerka laku rkan ataur apakah perrburatan 

merrerka sah atau r merlanggar hu rkurm, dilarang atau r tidak dilarang. Hurkurm yang 

dibu rat derngan baik dan je rlas dapat me rnciptakan kerpastian hu rkurm, dan 

implermerntasinya ju rga akan jerlas. 

Derngan kata lain, ke rpastian hu rku rm merngacur pada kerbernaran hu rkurm serrta 

objerk dan tu rjurannya dan kermurngkinan hu rkurman. Namu rn dermikian, kerpastian 

hurkurm dapat dianggap se rbagai instrurmern yang dapat digu rnakan sersurai derngan 

siturasi dan kondisi, de rngan mermperrtimbangkan konserp erfisiernsi dan 

kerurntu rngan, dan bu rkan serbagai perrsyaratan yang haru rs serlalur ada. Kerpastian 

hurkurm diderfinisikan olerh perndapat u rmurm serbagai su ratu r keradaan di mana 

tindakan manu rsia, baik individur, kerlompok ataur organisasi, dibatasi dan 

berrlangsurng dalam batas-batas yang ditertapkan olerh sisterm hurku rm. Sercara ertis, 

pandangan serperrti ini berrawal dari ke rprihatinan Thomas Hobbers, yang 

diu rtarakan serjak lama, bahwa manu rsia adalah serrigala bagi manu rsia lainnya 

(homo homini lu rpurs).  

Manursia adalah makhlu rk yang ganas dan be rrbahaya. Olerh karerna itu r, 

urndang-urndang mu rncurl urntu rk merncergah korban. Gagasan Francis Bacon mu rlai 

berrdampak pada hu rkurm Erropa pada abad ke r-19. Ini terrcerrmin dalam 

pernderkatan hu rkurm dan kerterrtiban. Konserp hurkurm ini berrperndapat bahwa 

hurkurm normatif, atau r perratu rran, dapat me rngandurng strurkturr sosiologis yang 

signifikan. Serjak saat itu r, manursia mernjadi bagian dari hu rkurm, yang diu rkurr 

derngan hurku rman yang dijaturhkan atas perlanggaran. 
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Hal ini kare rna konserp kerpastian hu rkurm tidak cu rkurp merncaku rp kerpastian 

tindakan me rlawan hu rkurm. Otoritas pernergak hu rkurm, khursursnya kerpolisian dan 

kerjaksaan, mernermpatkan prioritas tinggi pada pe rncapaian kerpastian hu rkurm 

dalam merwurjurdkan tu rjuran ini. Pe rratu rran perrurndang-urndangan haru rs 

dirurmurskan sercara logis dan je rlas u rntu rk mernjamin kerpastian hu rkurm, yang 

dipahami serbagai bagian intergral dari su rbstansi hu rkurm.  

Namu rn, dari perrsperktif bu rdaya hu rkurm, kerpastian hu rkurm harurslah 

merrurpakan bagian dari pe rnerrapan hu rkurm yang jerlas, tergas, rurntu rt, dan 

konsistern, yang perlaksanaannya tidak bole rh diperngarurhi olerh kondisi-kondisi 

surbyerktif. Mernurrurt Gurstav Radbrurch, ada ermpat hal merndasar yang pe rnting 

bagi kerpastian hu rkurm: 

a. Hurkurm merrurpakan hal positif yang mermiliki arti bahwa hurku rm positif ialah 

perrurndang-urndangan. 

b. Hurkurm didasarkan pada serburah fakta, artinya hurkurm itur dibu rat berrdasarkan 

pada kernyataan. 

c. Fakta yang terrmakturb ataur terrcanturm dalam hurkurm harurs dirurmurskan 

derngan cara yang jerlas, serhingga akan mernghindari kerkerliruran dalam hal 

permaknaan dan pernafsiran serrta dapat murdah dilaksanakan. 

d. Hurkurm yang positif tidak bolerh murdah diurbah.  
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Berrdasarkan perndapatnya terrserburt, mernurrurt Gurstav Radbrurch, hurkurm 

positif yang merngaturr kerperntingan manursia dalam masyarakat harurs serlalur 

ditaati, merskipurn hurkurm positif terrserburt tidak adil.48 

Dari tinjauran terori yang dibahas serberlurmnya, pernerliti terrtarik 

mernjadikan terori Gurstav Radbrurch yaitur keradilan yang merru rpakan prioritas 

dalam turjuran hurkurm serbagai pisaur analisis terrhadap kasurs yang akan pernerliti 

bahas pada pernerlitian ini, yaitur terntang perrtimbangan hakim terrhadap 

pernolakan isbat nikah serbab masih terrikat perrkawinan dalam purtursan nomor 

1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn.49 

Di masa lalur, kerpastian dianggap lerbih pernting daripada turjuran lainnya, 

mernurrurt Gurstav Radbrurch. Hal ini dikarernakan, mernurrurt perndapatnya, 

Nazismer di Jerrman serlama Perrang Durnia II merlergitimasi pernggurnaan taktik 

kerjam derngan merngersahkan urndang-urndang yang mermberrikan sanksi atas 

kerjahatan yang dilakurkan serlama konflik. Pada akhirnya, Gu rstav Radbrurch 

mermodifikasi ider awalnya derngan mermprioritaskan keradilan di atas turjuran 

hurkurm lainnya.50

 
48 Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum 

Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” Collegium Studiosum Journal 6, no. 2 (December 

12, 2023): hlm. 558 
49 Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan 

PKPU ‘PTB’” 36, no. 3 (n.d.): hlm. 329. 
50 Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum 

Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” Collegium Studiosum Journal 6, no. 2 (December 

12, 2023): hlm. 560 
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BAB III 

DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIBINONG 

PERKARA NOMOR: 1256/Pdt. P/2019/PA.CBN. TENTANG 

PENOLAKAN ISBAT NIKAH 

 

A. Deskripsi Perkara Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. Tentang Penolakan 

Isbat Nikah 

Dalam purtursan Perngadilan Agama Cibinong derngan nomor perrkara 

1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn, hakim mernolak perrmohonan isbat nikah terrserburt 

karerna adanya poligami terrserlurburng dalam perrkawinan yang dimohonkan olerh 

permohon. Dalam perrkara yang diaju rkan olerh Permohon I dan Permohon II, 

berrdasarkan surrat kurasa khursurs terrtanggal 03 Dersermberr 2019, mernurnjurk 

Oktavia Sabatini, S.H., advokat/kurasanya yang berrkantor di kantor hurkurm Jln. 

KSR Dadi Kursmayadi Rurko Danau r Perrmata No. 16, Kercamatan Cibinong, 

Kaburpatern Bogor, serlanjurtnya diserbu rt serbagai Para Pemohon. 

Permohon 1 yang berrnama Maulana bin Ahmad Nawawi, berrurmurr 50 

tahurn, berragama Islam, Perndidikan SLTA, perrkerrjaan serbagai Pergawai Nergerri 

Sipil, yang berrtermpat tinggal di Komplerk Sertur Cikarert, RT.04, RW.01, 

Kerlurrahan Harapan Jaya, Kercamatan Cibinong, Kaburpatern Bogor. Dan 

Permohon II yang berrnama Sumilah binti Ilyas, berrurmurr 39 tahurn, berragama 

Islam, Perndidikan SLTA, perrkerrjaan serbagai Ibur Rurmah Tangga, yang 

berrtermpat tinggal di Komplerk Sertur Cikarert, RT.04, RW.01, Kerlu rrahan Harapan
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Jaya, Kercamatan Cibinong, Kaburpatern Bogor.51 Serlain itur, dalam berrkas 

perrmohonan terrserburt terlah dijerlaskan sercara derskriptif merngernai perristiwa 

hurkurm, fakta hurkurm, dan berberrapa posita lainnya. 

Permohon I dan Permohon II adalah pasangan surami istri yang terlah mermiliki 

serorang anak dari perrnikahan siri yang dilangsurngkan pada tanggal 6 April 2014 

dan berlurm dicatatkan sercara rersmi di Kantor Urrursan Agama. Serberlurmnya, 

Permohon I perrnah mernikah sercara siri derngan serorang perrermpuran berrnama 

Sumiarsih binti Pudjo Sutarto pada tanggal 9 Janurari 2009 dan berrcerrai 

sercara siri pada tanggal 13 Marert 2013. Permohon I terlah merngermbalikan 

Surmiarsih binti Purdjo Surtarto kerpada orang turanya, dan dari perrnikahan 

terrserburt tidak dikarurniai anak. 

Pada saat perrnikahan antara Permohon I dan Permohon II, saurdara laki-

laki kandurng Permohon II, Bapak Asnin, berrtindak serbagai wali nikah bagi 

kerdura mermperlai. Perrnikahan terrserbu rt disaksikan olerh Bapak Achmad Midurn 

serbagai paman Permohon II, dan Bapak Badrur serbagai sau rdara laki-laki 

Permohon I. Mas kawin yang diberrikan ole rh Permohon I u rntu rk Permohon II 

berrurpa urang turnai serbersar Rp. 100.000,- (serraturs ribur rurpiah) dibayarkan sercara 

langsurng. Dari perrnikahan siri terrserburt, merrerka terlah dikarurniai serorang anak 

laki-laki berrnama Rizki Maurlana yang lahir pada tanggal 13 Janurari 2015 di 

Bogor. 

Hurbu rngan antara Permohon I dan Permohon II tidak mermiliki ikatan 

darah, perrsu rsuran, ataur sermernda, serrta terlah mermernurhi sermura syarat dan tidak 

 
51 “Putusan Nomor: 1256/Pdt.P2019/PA.Cbn_20240116230139.Pdf,” n.d., hlm.1. 
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merlanggar larangan perrkawinan mernurrurt hurkurm Islam dan perraturran 

perrurndang-urndangan yang berrlakur. Serlama perrnikahan merrerka, tidak ada pihak 

kertiga yang ikurt campurr dalam urrursan rurmah tangga, dan kerdura permohon tertap 

berragama Islam serlama ini. 

Hingga saat ini, para permohon tidak mermiliki akta nikah karerna 

perrnikahan merrerka berlurm dicatatkan di Kantor Urrursan Agama Kercamatan 

Cibinong, Kaburpatern Bogor. Merrerka serkarang mermburturhkan akta nikah 

terrserburt urnturk kerperntingan hurkurm dalam rangka merngurrurs dan mermernurhi 

perrsyaratan administratif, serperrti akta kerlahiran anak dan kerperrluran 

administratif lainnya yang mermburturhkan perngersahan perrnikahan. Olerh karerna 

itur, pada tanggal 4 Dersermberr 2019, para permohon merngajurkan perrmohonan 

perngersahan perrnikahan siri merrerka ker Perngadilan Agama Cibinong, yang 

didaftarkan di Kerpaniterraan Perngadilan Agama Cibinong derngan nomor 

perrkara 1256/Pdt.P/2019/PA. P/2019/PA.Cbn. 

Dalam pertiturm Para Permohon mohon agar Perngadilan Agama Cibinong 

sergerra mermerriksa dan merngadili perrkara ini yang amarnya berrburnyi serbagai 

berrikurt: 

1. Merngaburlkan Perrmohonan Para Permohon 

2. Mernertapkan sah perrnikahan Permohon I derngan Permohon II yang 

dilangsu rngkan pada tanggal 06 April 2014, di Pergawai Perncatat Nikah di 

Wilayah Kantor Urrursan Agama Kercamatan Cibinong, Kabu rpatern Bogor 

3. Mernertapkan biaya mernurrurt hurkurm 
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Ataur Apabila Majerlis Hakim Perngadilan Agama Cibinong berrperndapat lain, 

mohon purtu rsan yang seradil-adilnya (erx Aquro ert Bono). 

Pada hari perrsidangan, para permohon hadir derngan didampingi olerh 

kurasa hurku rmnya. Merrerka hadir dalam perrsidangan, kermurdian kertura majerlis 

mermberrikan pernjerlasan dan nasihat atas perrmohonan para permohon. 

Perrmohonan para permohon kermurdian dibacakan, yang isinya tertap 

diperrtahankan olerh para permohon. 

Mernanggapi perrtanyaan majerlis hakim, Permohon I merngakuri bahwa 

dirinya terlah mernikah sercara sah derngan serorang perrermpuran berrnama 

Surmiarsih binti Purdjo Surtarto pada tanggal 9 Janurari 2009 dan berlurm berrcerrai. 

Urnturk lerbih jerlasnya, sergala sersuratur yang terrmurat dalam berrita acara sidang 

dalam perrsidangan perrkara ini dianggap serbagai bagian dari purtursan ini. 

B. Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Agama Cibinong 

Perkara Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. Tentang Penolakan Isbat 

Nikah 

Perrmohonan Isbat Nikah yang tidak diterrima olerh Perngadilan Agama 

Cibinong derngan nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn adalah perrnikahan Siri yang 

mermiliki motif poligami terrserlurburng. Dasar hurkurm hakim mernolak 

perrmohonan ini adalah karerna Permohon I terlah mermburat perngakuran di derpan 

perrsidangan yang pada pokoknya mernyatakan bahwa Permohon I terlah mernikah 

derngan serorang perrermpuran berrnama Surmiarsih binti Purdjo Surtarto yang 

dilangsurngkan pada tanggal 09 Janurari 2009 dan sampai saat ini berlurm berrcerrai. 
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Mernurrurt Pasal 174 HIR, perngakuran yang diurcapkan di derpan hakim 

merrurpakan alat burkti yang curkurp urnturk mermberratkan orang yang merngakur 

serhingga perngakuran itur mernjadi fakta hurkurm yang tertap. Berrdasarkan SErMA 

No. 3 Tahu rn 2018 terntang Permberrlakuran Rurmursan Hasil Rapat Plerno Kamar 

Mahkamah Agurng Tahurn 2018 serbagai Perdoman Perlaksanaan Turgas 

Perngadilan, rurmursan hurkurm Kamar Agama No. 8 mernyatakan bahwa 

perrmohonan isbat nikah poligami yang didasarkan pada perrnikahan siri, 

merskipurn u rnturk kerperntingan anak, harurs dinyatakan tidak dapat diterrima. 

Olerh karerna permohon I masih terrikat perrkawinan derngan wanita lain, 

maka majerlis hakim berrperndapat bahwa perrmohonan para permohon harurs 

dinyatakan tidak dapat diterrima (niert ontvankerlijk verrklaard). Hal ini sersurai 

derngan SErMA No. 3 Tahurn 2018 yang mernyatakan bahwa perrmohonan isbat 

nikah poligami atas dasar perrnikahan siri tidak dapat diterrima. 

Perrmohonan ini terrmasurk dalam rurang lingkurp perrkawinan berrdasarkan 

Pasal 89 ayat (1) Urndang-Urndang No. 7 Tahurn 1989 terntang Perradilan Agama, 

serbagaimana terlah diurbah dan ditambah derngan Urndang-Urndang No. 3 Tahurn 

2006 terntang Perrurbahan atas Urndang-Urndang No. 7 Tahurn 1989 terntang 

Perradilan Agama, dan yang terrakhir derngan Urndang-Urndang No. 50 Tahurn 

2009 terntang Perrurbahan Kerdura atas Urndang-Urndang No. 7 Tahu rn 1989 terntang 

Perradilan Agama. Olerh karerna itur, biaya perrkara ini diberbankan kerpada para 

permohon. 
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Hakim purn tidak merlurpakan bahwa ia perrlur merngingat sergala kerternturan 

perrurndang-urndangan yang berrlakur dan dalil syar’i yang berrkaitan derngan 

perrkara ini yakni Pasal 5 ayat (1) Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 1974, yaitur:  

1) Ada perrserturjuran dari isterri/isterri-isterri;  

2) Adanya kerpastian, bahwa saurmi mampur mernjamin kerperrluran hidurp isterri-

isterri dan anak-anak merrerka; dan  

3) Adanya jaminan, bahwa surami akan berrlakur adil terrhadap isterri-isterri dan 

anak-anak merrerka.  

C. Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor:1956/Pdt.P/2019/PA.Cbn. 

Tentang Penolakan Isbat Nikah 

Serberlurm perngadilan yang lerbih rerndah mermurturskan perrmohonan isbat 

nikah dari para permohon, perngadilan harurs mermerriksa fakta-fakta dan burkti-

burkti yang ada dalam kasurs terrserbu rt. Dalam mernilai nilai permburktian dari 

serburah pertu rnjurk, serorang jaksa harurs merlakurkannya derngan cerrmat dan terliti 

dan merlaku rkannya derngan bijaksana. Dermikian purla, serorang hakim harurs 

bijaksana dan berrhati-hati dalam mernilai alat burkti agar tidak dianggap bahwa 

alat burkti terrserburt merrurpakan perndapat pribadi ataur durgaan ataur rerkayasa 

berlaka.52 

Hal ini terrlihat jerlas kertika mermerriksa kerabsahan perrnikahan siri para 

permohon yang merngandurng urnsurr poligami terrserlurburng. Pasal 5 ayat (1) hurrurf 

(a) Urndang-Urndang No. 1 Tahurn 1974 mernyatakan bahwa harurs ada 

 
52 Mutiara Manaroinsong, “Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Penjatuhan 

Putusan Tindak Pidana Perkosaan,” no. 9 (n.d.): hlm. 8. 
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perrserturjuran dari istri. Perrkawinan siri antara permohon I derngan permohon II 

tidak sah karerna permohon I masih terrikat sercara hurkurm positif derngan istri 

perrtama permohon I. Olerh karerna itu r, perrnikahan terrserburt dianggap tidak sah 

karerna merrurpakan syarat urnturk berrpoligami, yang berrurjurng pada tidak 

diterrimaya perrmohonan para permohon.  

Berrdasarkan Pasal 174 HIR, perngakuran yang diurcapkan di hadapan 

hakim mermang mermiliki kerkuratan permburktian yang curkurp urntu rk mermberratkan 

orang yang merngakur terrserburt. Artinya, perngakuran itur mernjadi fakta hurkurm 

yang tertap dan merngikat. Namurn, pernting urnturk dicatat bahwa kerkuratan 

permburktian perngakuran ini burkanlah kerkuratan permburktian yang sermpurrna, 

merlainkan kerkuratan permburktian yang curkurp urnturk mernertapkan fakta yang 

diakuri olerh pihak yang merngakur, kercu rali ada alasan yang kurat urnturk merragurkan 

kerbernarannya. Derngan dermikian, hakim dapat mermperrtimbangkan perngakuran 

serbagai burkti yang dapat digurnakan urnturk mermurturskan suratur perrkara, tertapi 

harurs tertap mermperrtimbangkan sermura burkti yang ada dalam perrsidangan urnturk 

mermburat kerpurtursan yang adil dan berrdasarkan hurkurm.53 

Serlain itur, majerlis hakim jurga mermperrtimbangkan SErMA No. 3 Tahurn 

2018 terntang perlaksanaan SErMA hasil rapat plerno Kamar Mahkamah Agurng 

Tahurn 2018 serbagai perdoman perlaksanaan turgas perngadilan, dimana SErMA 

Kamar Agama No. 8 merngaturr bahwa perrmohonan isbat nikah poligami atas 

dasar perrkawinan siri, terrmasurk urnturk kerperntingan anak, harurs dinyatakan tidak 

 
53 Ifa Rahmadhany, Toto Tohir, and Rimba Supriatna, “Kekuatan Pembuktian Pengakuan 

Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung Dihubungkan dengan Asas 

Sederhana Cepat Biaya Ringan,” n.d., hlm. 745. 
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dapat diterrima. Dalam konterks ini, majerlis hakim berrperndapat bahwa 

perrmohonan terrserburt harurs dinyatakan tidak dapat diterrima (niert ontvankerlijk 

verrklaard) karerna permohon perrtama masih terrikat dalam ikatan perrkawinan 

derngan istri perrtama. 

Majerlis hakim berrperndapat bahwa perrkawinan permohon I dan permohon 

II tidak sersurai derngan perraturran perrurndang-urndangan yang berrlakur karerna 

adanya poligami terrserlurburng. Olerh karerna itur, perngadilan berrperndapat bahwa 

perrmohonan terrserburt tidak mermiliki dasar hurkurm yang curkurp. Olerh karerna itur, 

hakim mermurturskan dalam purtursan Isbat Nikah ini bahwa perrmohonan terrserburt 

tidak dapat diterrima (niert ontvankerlijk verrklaard).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN 

AGAMA CIBINONG NOMOR: 1256/Pdt.P/2019/PA.CBN TENTANG 

PENOLAKAN ISBAT NIKAH 

 

A. Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif dalam Memutuskan 

Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Cibinong dalam Putusan 

Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. 

Sersurai derngan rurmursan masalah terntang merngapa Hakim tidak 

merngaburlkan perrmohonan isbat nikah yang diajurkan olerh para permohon, serrta 

perrtimbangan Hakim berrdasarkan Hu rkurm Positif dalam mermurtu rs perrkara isbat 

nikah di Perngadilan Agama Cibinong dalam Purtu rsan Nomor: 

1256/Pdt.P/2019/Pa.Cbn, maka pada bab ini akan dianalisis pernertapan 

pernolakan isbat nikah karerna permohon I masih berrstaturs serbagai surami dari 

perrermpuran lain. Saat perrkara ini diajurkan, Permohon I berrstaturs durda dan 

berkerrja serbagai Pergawai Nergerri Sipil (PNS), sermerntara Permohon II berrstaturs 

perrawan dan berkerrja serbagai ibur rurmah tangga. Maksurd dari perngajuran 

perrmohonan isbat nikah adalah agar majerlis hakim mernertapkan bahwa 

perrnikahan antara Permohon I dan Permohon II yang dilaksanakan mernurrurt 

agama Islam di Kerlurrahan Harapan Jaya, Kercamatan Cibinong, Kaburpatern 

Bogor pada 06 April 2014 adalah sah, karerna perngersahan perrnikahan terrserburt 

diperrlurkan urnturk merngurrurs dokurmern kerperndurdurkan para permohon. 

Berrdasarkan dalil-dalil dalam perrmohonan para permohon, ditermurkan 

bahwa akad nikah merrerka dilakurkan olerh permohon derngan wali nikah saurdara 
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kandurng permohon II yang berrnama Bapak Asnin, serrta dihadiri olerh saksi-saksi 

yaitur Bapak Achmad Midurn serbagai paman permohon II, dan Bapak Badrur 

serbagai sau rdara kandurng permohon I. Mahar yang diberrikan permohon I kerpada 

permohon II serbersar Rp. 100.000,- (serraturs ribur rurpiah) dibayarkan sercara turnai. 

Berrdasarkan fakta-fakta terrserburt, perrnikahan para permohon dianggap sah 

karerna terlah mermernurhi syarat dan rurkurn yang diternturkan. 

Rurkurn adalah sersuratur yang merndasar yang tidak dapat dihilangkan ataur 

dimasurkkan ker dalam surbstansi, berrberda derngan syarat yang tidak masurk ker 

dalam surbstansi dan ersernsi sersuratur. Rurkurn nikah adalah sersuratu r yang mermburat 

perrnikahan mernjadi tertap dan langgerng, dan tidak ada jalan bagi salah satur 

pihak urnturk mernghindarinya. Jika salah satur dari syarat-syarat terrserburt rursak, 

maka akad nikah mernjadi rursak ataur cacat.54 

Saat mernikah, Permohon II masih berrstaturs perrawan, sermerntara Permohon I 

terlah berrcerrai derngan mantan istrinya pada tanggal 13 Marert 2013. Serterlah 

perrnikahan, kerdura permohon hidurp harmonis dan dikarurniai serorang anak laki-

laki yang lahir pada tanggal 13 Janurari 2015 di Bogor. Serterlah majerlis hakim 

merninjaur perristiwa dan fakta-fakta hu rkurm yang disampaikan dan diurngkapkan 

dalam perrsidangan berrdasarkan perngakuran para permohon, majerlis hakim harurs 

merncari ataur mernermurkan hurkurm yang sersurai urnturk pernyerlersaian perrkara 

terrserburt saat merrurmurskan perrtimbangan hurkurmnya. 

 
54 Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Crepido 

2, no. 2 (November 29, 2020): hlm. 118,  
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Serterlah merncerrmati purtursan hakim Perngadilan Agama Cibinong terntang 

isbat nikah, serbagaimana terlah diurraikan di atas, purtursan terrserbu rt dikatergorikan 

serbagai salah satur kasurs yang tidak ru rmit dan jerlas (clerar casers). Dalam kasurs 

ini, majerlis hakim berrursaha merncari dasar hurkurm dari berrbagai surmberr, tidak 

hanya merngandalkan terks-terks hurkurm formal tertapi jurga mermperrtimbangkan 

surmberr-surmberr non-hurkurm. Majerlis hakim harurs mermburat "pernilaian barur" 

urnturk mernermurkan hurkurm yang terpat derngan mernerrapkan mertoder pernermuran 

hurkurm yang berrberda. Hasil dari prosers pernermuran hurkurm terrserburt terrcerrmin 

dalam perrtimbangan hurkurm majerlis hakim.55  

Dari su rdurt pandang konserptural, hukum berrganturng pada herrmernerurtika. 

Karerna dalam hukum, masalah pernafsiran tidak dapat dianggap ernterng ataur 

diabaikan. Hurkurm tidak dapat berrfu rngsi tanpa pernafsiran, karerna pernafsiran 

diperrlurkan urnturk mernyampaikan makna yang lerbih dalam serhingga hurkurm 

mernjadi lerbih adil dan sersurai derngan keradaan yang serbernarnya. Prosers 

permburatan hurkurm (lergislasi) merrurpakan langkah awal, namurn prosers 

serlanjurtnya yaitur pernafsiran atas hurkurm yang terlah diburat merrurpakan suratur 

kerharursan.56  

Dalam hal ini pernerliti mernganalisis pernertapan Perngadilan Agama Cibinong 

nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. derngan mernggurnakan terori hurkurm positif, 

yaitur Kompilasi Hurkurm Islam (KHI) dan Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 

 
55 Lukman Santoso and Muhamad Fauzi Arifin, “Terobosan Hukum Hakim Terkait 

Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah,” Jurnal Yudisial 12, no. 3 (January 

20, 2020): hlm. 383. 
56 Markus Suryoutomo and Mahmuda Pancawisma Febriharini, “Penemuan Hukum 

(Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum,” n.d., 

hlm. 112. 
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1974. kermu rdian pada bab ini akan dianalisis murlai dari paradigma yang dianurt 

olerh masing-masing hakim, hasil pu rtursan, serrta asas-asas hurkurm dan turjuran 

hurkurm yang ingin dicapai olerh para hakim dalam perrsperktif stu rdi hurkurm 

positif. 

Dalam mernolak perrmohonan isbat nikah, pernerliti merngamati bahwa hakim 

mernggurnakan paradigma positivis dalam mermurturs perrkara terrserburt. Paradigma 

positivis berrpergang pada keryakinan bahwa hurkurm positif mermberrikan 

kerpastian hurkurm derngan mernertapkan apa yang diizinkan dan dilarang dalam 

hurkurm terrserburt. Mernurrurt pandangan ini, iurs (hurkurm) yang abstrak harurs diurbah 

mernjadi hu rkurm positif (iurs constiturturm) agar dapat dikaji urlang. Olerh karerna 

itur, kerpatu rhan terrhadap hurkurm positif dianggap serbagai bernturk keradilan, 

sermerntara perlanggarannya dianggap serbagai kertidakadilan. Singkatnya, hurkurm 

positif mernertapkan apa yang dianggap adil dalam kerrangka hurkurm yang 

berrlakur.57 

Mahkamah Agurng Indonersia terlah mernertapkan bahwa hakim harurs 

mermperrtimbangkan sermura asperk yuridis, filosofis dan sosiologis dalam 

purtursannya. Olerh karerna itur, keradilan yang harurs dicapai, diwurjurdkan dan 

diperrtimbangkan dalam purtursan perngadilan adalah keradilan yang merncakurp 

keradilan hu rkurm, moral dan sosial. Purtursan perngadilan dipandang serbagai 

bernturk keradilan yang harurs mermberrikan manfaat dan perrlindurngan hurkurm bagi 

 
57 Rika Nur Laili and Lukman Santoso, “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi 

Hukum Kritis,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 1 (December 5, 2020): 

hlm. 24-25.  
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sermura pihak yang terrlibat dan tidak bolerh mernimburlkan kertidakpastian hurkurm 

ataur kerkhawatiran akan tergaknya keradilan.58 

Asperk yurridis merrurpakan asperk perrtama dan terrpernting dalam pernilaian 

hakim, yang didasarkan pada hurkurm yang berrlakur. Serbagai ahli hurkurm, hakim 

mermiliki kerwajiban urnturk mernermurkan dan mermahami hurkurm yang rerlervan 

derngan kasurs yang serdang dihadapi. Dalam mernilai hurkurm, hakim harurs 

mermperrtimbangkan apakah hurkurm itur adil, mermberrikan manfaat ataur 

mernciptakan kerpastian hurkurm kertika diterrapkan. Salah satur turjuran dari sisterm 

hurkurm adalah urnturk mermberrikan keradilan. Olerh karerna itu r, hakim harurs 

mermastikan bahwa pernerrapan hurkurm sersurai derngan prinsip-prinsip keradilan 

yang dikerherndaki olerh masyarakat dan prinsip-prinsip keradilan yang 

terrkandurng dalam urndang-urndang. 

Asperk filosofis yang berrkaitan derngan kerpurtursan hurkurm mernerkankan pada 

perncarian kerbernaran dan keradilan yang lerbih dalam yang merlampauri kerternturan 

formal hurkurm. Asperk sosiologis, di sisi lain, mermperrtimbangkan nilai-nilai 

burdaya yang hidurp di masyarakat dan bagaimana kerpurtursan hurkurm dapat 

mermperngarurhi dinamika sosial. Kerdura asperk terrserburt mermburturhkan 

perngalaman, perngertahuran, dan kerarifan yang luras urnturk mermperrtimbangkan 

nilai-nilai yang terrabaikan dalam masyarakat. 

Pernerrapan asperk filosofis dan sosiologis serring kali mernjadi rurmit karerna 

tidak serlalu r terrintergrasi ker dalam kerrangka sisterm hurkurm formal. Namurn 

 
58 Budi Abdullah, Ansari Ansari, and Asmuni Asmuni, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah Di Peradilan Umum Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” istinbath 21, no. 1 

(August 23, 2022): hlm. 208. 
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dermikian, intergrasi kertiga asperk terrserburt, yaitur asperk yurridis, filosofis, dan 

sosiologis, mermastikan bahwa purtursan hakim tidak hanya sersurai derngan hurkurm 

yang berrlakur, tertapi jurga dianggap adil dan dapat diterrima olerh masyarakat luras. 

Olerh karerna itur, harmonisasi kertiga urnsurr terrserburt merrurpakan kurnci urnturk 

merncapai keradilan yang komprerhernsif dalam sisterm perradilan..59 

Dalam konterks purtursan pernolakan isbat nikah, keradilan yang diciptakan 

olerh hakim adalah keradilan hurkurm yang didasarkan pada perratu rran perrurndang-

urndangan yang ada. Mernurrurt pandangan ini, hakim mermurturs perrkara hanya 

berrdasarkan hurkurm positif dan perraturran perrurndang-urndangan yang ada. 

Pernderkatan ini serjalan derngan aliran positivismer lergalistik, di mana hakim ataur 

perngadilan dipandang serbagai pernergak hurkurm sermata. Dalam konterks ini, 

hakim tidak diharapkan urnturk merncari ataur mernggurnakan surmberr-surmberr 

hurkurm di lurar hurkurm terrturlis, dan perran merrerka adalah urntu rk mernerrapkan 

hurkurm pada kasurs-kasurs terrterntur tanpa pernafsiran yang erksternsif. Derngan kata 

lain: Dalam paradigma ini, hakim dipandang serbagai corong ataur jurrur bicara 

hurkurm yang mernerrapkan hurkurm yang ada tanpa mermperrluras pernafsirannya 

ataur merncari asperk-asperk keradilan yang lerbih abstrak di lurar apa yang terrcakurp 

dalam hurku rm yang ada. 

Dalam mermurturs suratur perrkara, hakim serringkali dihadapkan pada tiga asas 

urtama, yaitur asas kerpastian hurkurm, asas keradilan, dan asas kermanfaatan. 

Surdikno Merrtokursurmo mernjerlaskan bahwa kertiga asas terrserburt harurs 

 
59 Syamsul Bahri, “Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan 

Beda Agama,” 2022, hlm. 724-725. 
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diterrapkan sercara kompromistis ataur proporsional. Artinya, hakim harurs 

merncari kerserimbangan di antara kertiga asas terrserburt terrgantu rng pada kasurs 

yang dihadapi, tanpa harurs berrpergang tergurh pada asas prioritas serperrti yang 

dijerlaskan olerh Gurstav Radbrurch. Dalam konterks kasuristik, hakim diharapkan 

urnturk mernilai sertiap kasurs berrdasarkan fakta-fakta yang ada dan mernerrapkan 

kertiga asas terrserburt sercara serimbang. Artinya, kerpastian hurkurm, keradilan, dan 

kermanfaatan harurs diperrhiturngkan dalam konterks kasurs terrterntur serhingga 

purtursan yang diambil dapat dianggap serbagai solursi yang adil dan 

mermperrtimbangkan manfaat yang terrbaik bagi pihak-pihak yang terrlibat.60 

Dalam praktik perngadilan, surlit bagi hakim urnturk mermperrtimbangkan 

kertiga prinsip terrserburt sercara mermadai kertika merngambil kerpu rtursan. Serbagai 

analogi, hakim serring berrgerrak di antara dura titik erkstrerm dalam serburah 

sperktrurm kertika mermurturskan suratur perrkara. Di satur sisi adalah keradilan, yaitur 

merncoba mermurturskan perrkara sersurai derngan nilai-nilai keradilan yang 

diharapkan masyarakat dan dalam kasurs-kasurs terrterntur. Di sisi lain adalah focurs 

pada kerpastian hurkurm, yaitur kerpaturhan terrhadap norma-norma hurkurm terrturlis 

dan hurkurm positif yang ada.  

Di antara keradilan dan kerpastian hurkurm, para hakim merncoba urnturk 

mernermurkan kerserimbangan yang terpat kertika mermurturskan perrkara. Prinsip 

kermanfaatan, yang mermperrhiturngkan dampak sosial dan manfaat dari suratur 

kerpurtursan, serring kali mernjadi pernyerimbang di antara kerdura prinsip urtama ini. 

 
60 Laili and Santoso, “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis,” hlm. 

23. 
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Namurn, dalam sertiap kasurs terrterntur, hakim harurs mermburat kerpurtursan 

berrdasarkan fakta-fakta yang ada, hu rkurm yang berrlakur, dan nilai-nilai yang 

dianurt masyarakat. Merskipurn surlit u rnturk mermperrtimbangkan kertiga prinsip 

terrserburt sercara sermpurrna dalam sertiap kerpurtursan, urpaya urnturk merncapai 

kerserimbangan yang adil tertap mernjadi turjuran pernting dalam praktik perradilan.61 

Olerh karerna Permohon I masih berrstaturs serbagai surami dari istri perrtama 

pada saat perrnikahan terrserburt, maka hakim Perngadilan Agama Cibinong 

berrperndapat bahwa perrsyaratan urnturk merlakurkan poligami tidak sersurai derngan 

Pasal 5 ayat (1) hurrurf (a) Urndang-Urndang No. 1 Tahurn 1974, yaitur harurs 

merndapat perrserturjuran dari istri. Olerh karerna itur, mernurrurt hakim, perrkawinan 

Permohon I dan Permohon II tidak dapat diisbatkan nikahnya.  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 ayat 1 

menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari 

seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.   

Pada pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak 

diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dan pada pasal 5 ayat 3 

menyebutkan bahwa Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diajukan secara tertulis. Serta pada pasal 5 ayat 4 menyebutkan bahwa Dalam 

surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan 

 
61 Nurul Mahmudah, “Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai 

Gugat” 07, no. 01 (2019): hlm. 109. 
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alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari 

seorang. 

Merujuk pada Pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa pengakuan yang 

dilakukan didepan siding mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat. Berrdasarkan SErMA No. 3 Tahurn 2018 terntang Permberrlakuran 

Rurmursan Hasil Rapat Plerno Kamar Mahkamah Agurng Tahurn 2018 serbagai 

Perdoman Perlaksanaan Turgas Perngadilan, rurmursan hurkurm Kamar Agama No. 

8 mernyatakan bahwa perrmohonan isbat nikah poligami yang didasarkan pada 

perrnikahan siri, merskipurn urnturk kerperntingan anak, harurs dinyatakan tidak 

dapat diterrima. 

Dalam praktiknya, hakim serring kali harurs mermburat kerpurtursan yang 

lerbih cernderrurng kerpada satur asperk daripada asperk lainnya, terrurtama antara 

kerpastian hurkurm dan keradilan. Kertika hakim lerbih mermperrtahankan kerpastian 

hurkurm, ini bisa berrarti bahwa kerpurtursan yang diambil didasarkan pada 

pernerrapan hurkurm positif yang surdah ada, tanpa perrlur banyak pernafsiran ataur 

modifikasi. Namurn, hal ini murngkin berrarti bahwa keradilan dalam arti yang 

lerbih luras ataur konterkstural bisa saja terrabaikan. Serbaliknya, kertika hakim lerbih 

mermilih urnturk merngurtamakan keradilan dalam pernilaian perrkara, ini bisa 

merngarah pada pernafsiran yang lerbih luras terrhadap hurkurm ataur 

mermperrtimbangkan faktor-faktor keradilan yang tidak serlalur terrcanturm derngan 

jerlas dalam hurkurm terrturlis.  

Batas kerberbasan hakim mermang ada di antara dura titik ini, di mana merrerka 

harurs mermburat kerpurtursan yang berrdasarkan pada permerriksaan kasurs yang 
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rasional dan perrtimbangan yang baik, derngan mermperrtimbangkan hurkurm yang 

berrlakur dan nilai-nilai keradilan yang diinginkan olerh masyarakat. Merskipurn 

hakim mermiliki kerberbasan urnturk mernafsirkan dan mernerrapkan hurkurm dalam 

konterks terrterntur, tertapi kerpurtursan terrserburt tertap harurs berralasan dan terrikat pada 

kerrangka hu rkurm yang ada.62 

Merlihat purtursan hakim dari perrsperktif konserp Gurstav Radbru rch terntang tiga 

nilai dasar hurkurm, yaitur keradilan, kermanfaatan, dan kerpastian hurkurm, terntur 

saja dapat terrjadi bernturran di antara kertiga nilai terrserburt. Ada kalanya keradilan 

berrbernturran derngan kermanfaatan, ataur bahkan keradilan dapat berrbernturran 

derngan kerpastian hurkurm. Ada jurga kermurngkinan terrjadinya kertergangan antara 

kermanfaatan dan keradilan. Urnturk merngantisipasi hal ini, Gu rstav Radbrurch 

merngajurkan solursi derngan mernerrapkan doktrin prioritas yang jerlas, yang 

mernyatakan bahwa keradilan harurs didahurlurkan, barur kermurdian kermanfaatan 

dan kerpastian hurkurm. Namurn, dalam kasurs ini, hakim mermurturskan urnturk tidak 

mernerrima perrmohonan isbat nikah karerna lerbih mermerntingkan kerpastian 

hurkurm daripada asperk keradilan dan kermanfaatan. 

Maka kerpurtursan isbat nikah terrserburt mernurrurt pandangan Radbrurch adalah 

perngaturran praktik yang tidak serlaras derngan hurkurm ataur moral. Praktik 

cernderrurng merncerrminkan suratur sikap yang berrlawanan derngan moral, karerna 

sermerntara praktik mernerkankan pada reralitas perrilakur manursia, moral jurstrur 

merngurtamakan pada cita-cita yang harurs diwurjurdkan dalam masyarakat. 

 
62 Laili and Santoso, “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis,” hlm. 

25. 
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Norma hu rkurm mermperrtimbangkan durnia ideral (moralitas) dan reralitas 

(praktik), serhingga urnturk mermernurhi kerpastian hurkurm (ideral), hurkurm harurs 

mermperrhitu rngkan nilai keradilan (filosofis) dan jurga merngakomodasi 

kerperntingan masyarakat (sosiologis) dalam reralitasnya.63 

Dalam mermurturs perrkara isbat nikah, hakim tidak merlaku rkan terrobosan 

hurkurm karerna merrasa urndang-urndang dan hurkurm positif surdah curkurp urnturk 

mernangani kasurs nikah siri derngan motif poligami terrserlurburng. Olerh karerna itur, 

kasurs ini dianggap surdah clerar curt dan tidak ada cerlah hurkurm yang dapat digali. 

Purtursan terrserburt mernggambarkan keryakinan bahwa hurkurm dapat mermberrikan 

jawaban yang pasti urnturk sermura kasurs dan olerh karerna itur dianggap serbagai 

kasurs yang murdah. Namurn pada kernyataannya, tidak sermu ra kasurs dapat 

diperrlakurkan derngan cara yang sama, karerna sertiap kasurs mermiliki perrberdaan 

yang spersifik. Majerlis hakim mernerkankan kerpastian hurkurm dalam purtursan 

Isbat Nikah ini karerna purtursan terrserburt dapat mermberrikan kerjerlasan hurkurm 

apakah perrnikahan terrserburt sah ataur tidak, merskipurn dianggap tidak adil karerna 

tidak mermberrikan hak kerpada anak urnturk merndapatkan nasab dari ayahnya.

 

 

 

 

 
63 M Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch 

(Tiga Nilai Dasar Hukum)” (Legalitas, June 2013), hlm. 143. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pernerlitian terrhadap Pernertapan Perngadilan Agama Cibinong 

Nomor: 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn. terntang isbat nikah yang ditolak karerna 

adanya perrnikahan sirri derngan motif poligami terrserlurburng, serterlah dianalisis, 

pernerliti mernyimpurlkan bahwa majerlis hakim merngadopsi paradigma 

positivistik dalam sturdi hurkurm positif. Merrerka tidak merlaku rkan terrobosan 

karerna hanya mermperrtimbangkan asperk yurridis dan mernciptakan keradilan 

hurkurm (lergal jursticer) dalam pernolakan isbat nikah ini, yaitur keradilan yang 

berrdasarkan hurkurm dan perrurndang-u rndangan. Derngan kata lain, hakim hanya 

mermurturskan berrdasarkan hurkurm positif dan perraturran yang ada. Pernderkatan 

keradilan serperrti ini sersurai derngan aliran lergalismer positivistik, di mana hakim 

cernderrurng lerbih mermprioritaskan kerpastian hurkurm daripada keradilan dan 

kermanfaatan, yang berrterntangan derngan ajaran prioritas bakur Gu rstav Radbrurch. 

B. Saran 

1. Permohon dapat merngajurkan perrmohonan ker perngadilan urnturk 

mernertapkan staturs anak berrdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Urndang-

Urndang Perrkawinan dan jurga dapat mernikah lagi. Hal ini merrurpakan 

urpaya urnturk mermberrikan perrlindurngan hurkurm terrhadap anak yang 

dilahirkan dari perrkawinan terrserburt, yang dapat dilakurkan olerh perlakur 

perrkawinan Siri yang isbat nikahnya ditolak. 
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2. Kerpada pernergak keradilan ataur hakim herndaknya tidak hanya 

mermperrtimbangkan asperk hurkurm sercara yurridis saja, tertapi jurga harurs 

mermperrhatikan asperk filosofis dan sosiologis dalam perrtimbangan 

hurkurm merrerka. 

3. Dalam kasurs ini, mernjaga kerserjahterraan dan hak-hak sipil anak-anak 

yang terlah mernikah adalah faktor yang paling pernting urnturk 

diperrtimbangkan. 

4. Urntu rk mernergakkan kerterrtiban sosial dan me rlindurngi hak-hak pasangan, 

istri, dan anak-anak, calon pasangan haru rs merndaftarkan perrkawinan 

merrerka.
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Salinan P E N E T A P A N 

Nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan 

Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat 

Nikah antara: 

 

Maulana bin Ahmad Nawawi, tempat/tangal lahir Bogor/02 Juni 1969, umur 50 

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai 

Negeri Sipil, bertempat tinggal di komplek setu cikaret, RT.04 

RW.01 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong Kab. 

Bogor, sebagai Pemohon I; 

Sumilah binti Ilyas, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Agustus 1980, umur 39 

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, bertempat tinggal di komplek setu cikaret, RT.04 

RW.01 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong Kab. 

Bogor, sebagai Pemohon II; 

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini 

berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Desember 2019 telah 

memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, S.H., advokat/kuasa hukum 

dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di 

Jln. KSR Dadi Kusmayadi Ruko Danau Permata No. 16 Kecamatan 

Cibinong, Kabupaten Bogor, disebut sebagai para Pemohon; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang; 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Duduk Perkara 

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang 

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 04 Desember 2019 mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang 

telah memiliki satu orang anak, yang lahir dari pernikahan siri yang 

pernikahan nya dilaksanakan pada tanggal 06 April 2014 yang pada saat itu 

belum mendaftarkan pernikahannya secara resmi di kantor urusan agama; 

2. Bahwa Pemohon I pernah melakukan pernikahan dengan seorang 

perempuan bernama Sumiarsih binti Pudjo Sutarto pada tanggal 09 Januari 

2009 yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) dan telah bercerai 

secara hukum agama Islam pada tanggal 13 Maret 2013 dan telah 

menyerahkan Sumiarsih binti Pudjo Sutarto kepada irang tuanya, dan dalam 

pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak; 

3. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II 

dilangsungkan dengan wali nikah, Saudara kandung Pemohon II bernama 

Bpk. Asnin dan  dihadiri saksi nikah bernama Bpk. Achmad Midun selaku 

paman pemohon II dan Bpk. Badru selaku saudara dari Pemohon I dengan 

mas kawin sebesar Rp 100.000,.- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai; 

4. Bahwa dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama islam (siri) 

tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang 

bernama, Wildan Rizki Maulana, Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 13 Januari 

2015;    

5. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat 

semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada 

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum 

islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6. Bahwa selama Pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang 

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula 

para Pemohon tetap beragama Islam; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta 

nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan sementara saat ini 

para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum 

dalam pengurusan untuk melengkapi persyaratan Pengurusan akta 

kelahiran anak dan pengurusan persyaratan administrasi lainnya yang 

memerlukan penetapan pengesahan nikah. 

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

   Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;   

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilangsungkan pada tanggal 06 April 2014, di Pegawai Pencatat Nikah di 

Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; 

3. Menetapkan biaya menurut hukum;   

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, 

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono); 

 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para 

Pemohon hadir didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan, 

kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan 

dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para 

Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I 

telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa 

Pemohon I telah terikat perkawinan secara sah dengan seorang wanita 

bernama Sumiarsih binti Pudjo Sutarto yang dilangsungkan pada tanggal 09 

Januari 2009 dan sampai sekarang belum bercerai; 

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka 

semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap 

telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Pertimbangan Hukum 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah 

ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Pemohon I telah 

memberikan pengakuan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I 

telah terikat pernikahan dengan seorang wanita bernama Sumiarsih binti Pudjo 

Sutarto yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2009 dan sampai 

sekarang belum bercerai; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang 

diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang 

yang mengaku itu, oleh karenanya pengakuan tersebut menjadi fakta hukum 

yang tetap; 

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar 

Agama angka 8 (delapan) berbunyi Permohonan isbat nikah poligami atas 

dasar nikah siri meskipun untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat 

diterima;  

Menimbang, bahwa karena Pemohon I masih terikat hubungan 

pernikahan dengan wanita lain maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan 

oleh para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk 

verklaard); 

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai 

dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah 

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya 

perkara dibebankan kepada para Pemohon; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

 

M E N E T A P K A N 

 

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;   

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp.266000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abid, M.H.  

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, 

Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada 

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis 

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Wahidah S.Ag. sebagai 

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para Pemohon; 

 

 Anggota-Anggota, Ketua Majelis, 

 

 Ttd. Ttd. 

 Dra. Hj. Eni Zulaini Drs. H. Abid, M.H. 

 

 Ttd. 

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. 

  Panitera Pengganti, 

 

  Ttd. 

  Hj. Wahidah S.Ag. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1256/Pdt.P/2019/PA.Cbn 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,- 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,- 

-  Panggilan : Rp 160.000,- 

-  PNBP Panggilan : Rp 10.000,- 

-  Redaksi : Rp 10.000,- 

-  Meterai : Rp 6.000,- 

J u m l a h : Rp 266.000,- 

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah); 

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli, 

Panitera Pengadilan Agama CibinongH. Dede Supriadi, S.H., M.H. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri  

1. Nama Lengkap : Diandra Pramudhita 

2. NIM : 2017302099 

3. Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, Banyumas, 31 Agustus 2002 

4. Alamat Rumah : Jl. Kuburan No 8 RT 001/001 Karangklesem, 

Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah 

5. Nama Ayah : Haris Supriyatomo 

6. Nama Ibu 

7. Nama Saudara 

: Hetti Winarni 

: Muhammad Alva Reza 

  Farrel Wiratama Ramadhan 

  Thoriq Arzhachel Aditya 

B. Riwayat Pendidikan  

1.   SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Karangklesem (2014) 

2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 8 Purwokerto (2017) 

3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 4 Purwokerto (2020) 

4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

(2020) 

C. Pengalaman Organisasi  

1. ROHIS (Rohani Islam) SMA Negeri 4 Purwokerto (2018) 

2. Sekretaris Bidang Kader Komisariat Hisyam IMM (Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah) Ahmad Dahlan UIN SAIZU Purwokerto (2022) 

3. Anggota Bidang Pengembangan dan Perkaderan Korps IMMawati 

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Banyumas (PC IMM Banyumas) 

(2022) 

4. Anggota Komisi B Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN SAIZU 

Purwokerto (2022) 

5. Sekretaris Umum Komisariat Hisyam IMM (Ikatan Mahasiswa 

Muhammadiyah) Ahmad Dahlan UIN SAIZU Purwokerto (2023) 

6. Anggota Komisi C Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN SAIZU 

Purwokerto (2023) 

7. Sekretaris Bidang SPM (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat) Pimpinan 

Cabang Ikatan Mahasiswa Banyumas (PC IMM Banyumas) (2024) 

 

Purwokerto, 1 Juli 2024 

 
Diandra Pramudhita 


